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Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian
Kinerja Revisi Tahun 2022. LKjIP Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas
dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian
kinerja yang terukur. Capaian Kinerja disajikan melalui pengukuran dan
evaluasi kinerja serta pengungkapan (Disclosure) secara memadai atas hasil

analisis pengukuran kinerja yang terukur.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang
ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi
untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif,

efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.




Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang memuat
rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja
termuat dalam Renstra Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Tapin yang dihasilkan di Tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran |

Meningkatkan Sangat

Kesetaraan Gender, 85,11 84,37 99,13 | Berhasil

Pemenuhan Hak Anak
Indeks Pembangunan

dan Kualitas
Gender (IPG)

Perlindungan
Perempuan dan Anak
(PPA)

b. Sasaran Il

Meningkatkan Kesetaraan
& Indeks Pemberdayaan 73,39 Belum
Gender , Pemenuhan Hak Rilis
. Gender (IDG)
Anak dan Kualitas Datanya
dari BPS

Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA)

c. Sasaran Il

. Rasio Kekerasaan Sangat
Meningkatkan Kesetaraan 0.030 0.033 90,91 | Berhasil

Terhadap Perempuan

Gender, Pemenuhan Hak
dan Anak

Anak dan Kualitas
Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA)




Indeks Pembangunan Gender (IPG) terdiri dari tiga komponen yaitu Angka Harapan
Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf Perempuan (AMH) dan Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) Perempuan, Indeks tersebut menunjukkan nilai atau kualitas hidup
perempuan yang dapat dicapai. Melalui IPG dapat dilihat seberapa besar kesenjangan yang
ada antara IPM dan IPG yang akan menunjukkan kesenjangan hasil pembangunan antara
laki-laki dan perempuan. Sampai saat ini, nilai IPG masih beberapa poin di bawah IPM.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) IDG menunjukkan kesenjangan pembangunan
dalam sektor lapangan pekerjaan dan pendapatan, dimana nilainya sampai saat ini masih

menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, IDG terdiri dari persentase
perempuan yang bekerja di parlemen, perempuan yang bekerja sebagai tenaga kerja
profesional, jumlah perempuan dalam angkatan kerja serta sumbangan pendapatan
perempuan yang umumnya nilainya lebih rendah dibanding laki-laki.

Cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan
Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak ,maka perlu Pemilihan
indikator ini berdasarkan pada kondisi nyata dimana kekerasan baik secara fisik, psikologis
maupun seksual, umumnya dialami perempuan dan anak-anak. Kondisi ini akan sangat
mempengaruhi kualitas hidup dan perkembangan hidup perempuan dan anak-anak yang
akan mengakibat. gangguan pada produktivitas perempuan dan anak-anak. Untuk
mencapai pembangunan yang optimal, demi menggapai nilai IPM dan IPG yang sepadan,
maka kekerasan mutlak harus dihilangkan.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin juga ditunjukkan oleh pencapaian
target terkait dengan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Perlindungan Perempuan, Program
Perlindungan Khusus Anak, dan Program Pemenuhan Hak Anak.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap
sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas
Pemberdaan Perempuandan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, sebagai berikut:

1. Nilai IPG masih Rendah jiak dibandingkan dengan Target Provinsi atau Nasional, hal
tersebut merupakan tantangan yang harus di hadapi oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi perempuan di lembaga legislatif
sehingga menyebabkan keterwakilan perempuan masih rendah, sehingga berpengaruh
terhadap nilai IDG yang masih rendah.

3. Berbagai kasus yang cenderung meningkat, baik secara fakta di lapangan maupun
karena semakin meningkatnya kesadaran untuk “melapor”, memerlukan penanganan
yang terpadu holistik antar berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah
dan masyarakat. Maka perlu Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terlatih dalam

pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu berupaya melakukan
pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman
tentang hak-hak perempuan dan anak serta melakukan penanganan korban kekerasan.
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdaan Masyarakat Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan

datang.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupat-
en Tapin, dibentuk sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin, adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai Tugas
dan Fungsi melaksanakan tugas tersendiri di Dinas Pemberdayaan Per-
empuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka menyelenggarakan Good Governance yang merupa-
kan persyaratan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan as-
pirasi masyarakat dan mencapai tujuan organisasi serta cita-cita bangsa
yang telah disepakati, yakni menetapkan tata cara pemerintah dan pem-
bangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggung jawab bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Ta-
hun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Setiap Instansi
Pemerintah (Pejabat Eselon Il) diminta untuk menyampaikan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Pemerintah daerah, sebagai
perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah  untuk memper-
tanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi da-
lam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ser-
ta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas
yang memadai.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, dan alat penilai kinerja In-
stansi dan alat pendorong terwujudnya good governance, sehingga LKjIP ini

dapat dijadikan acuan secara transparan guna terciptanya integritas yang
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tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta terwujudnya

Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun

2022 didasarkan :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan , Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pelaksanaan
Pembangunan daerah ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman
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Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

9) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;

10) Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pokok, Fungsi,
dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

C. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun

2022 adalah :

a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
kepada Bupati Tapin sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2022;

b. Memberikan gambaran dan informasi atas Capaian pelaksanaan Program
dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan
visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin;

c. Memberikan gambaran mengenai tingkat Keberhasilan dan/atau tingkat
Kegagalan Capaian Kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan Pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun
2022 adalah:

1. Memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya di capai;

2. Sebagai Upaya Perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin untuk meningkatkan

kinerjanya;
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D. Gambaran Organisasi

1.  Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Daerah yang merupakan unsur
pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam
melaksanakan penyelenggaraan kebijakan daerah Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Ka-

bupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 ten-
tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dimana Tugas Pokok Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Per-

empuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan,
perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan
anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan,
perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan
anak, pemenuhan hak anak (PHA);

c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan per-
empuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan
hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan

e. Pengelolaan kesekretariatan.
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2. Struktur Organisasi

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yaitu: Peraturan Daerah (PERDA) Nomor : 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 ten-
tang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-
satuan organisasi yang merupakan tata kerja kelompok orang secara
teratur, berkesinambungan dan bersifat formal dan adanya perwujudan
hubungan fungsi, wewenang serta tanggung jawab baik sebagai
pemimpin maupun sabagai bawahan dalam melaksanakan tugasnya
untuk tujuan organisasi yaitu terdiri dari :

1. Kepala Dinas, memiliki uraian tugas :

a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Dinas berdasar-
kan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, visi dan
misi serta program Bupati di bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

b. Merumuskan dan menetapkan usulan program, rencana kerja dan
anggaran tahunan Dinas berbasis kinerja dan berdasarkan
rencana strategis serta masukan dari Sekretariat dan Bidang-
Bidang lingkup Dinas;

c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan  operasional,
memfasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

e. Membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang Perlindungan
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perempuan,anak dan data informasi, Bidang Pemenuhan Hak

Anak, Bidang Kualitas Hdup Perempuan dan Keluarga;

f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit ker-

ja terkait dalam penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Per-

empuan dan Perlindungan Anak;

g. Mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;

h. Membina Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya

2. Sekretariat terdiri dari :

- Sekretaris, memiliki uraian tugas :

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan men-
gendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas
pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan men-
gendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan men-
gendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan men-
gendalikan pengelolaan aset Dinas pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan men-
gendalikan pengelolaan surat-menyurat;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan men-
gendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan men-
gendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan
masyarakat;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur

pengadaan perlengkapan rumah tangga yang menjadi kebu-
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tuhan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

i) Mengoordinasikan penyusunan Standart Operasional Prosedur
(SOP) lingkup Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak; dan

j)  Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, memiliki Uraian Tugas :

a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengel-
olaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan,
kehumasan dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan,
serta pengelolaan administrasi kepegawaian;

b) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelo-
laan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah
tangga dan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan,
organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan administrasi
kepegawaian;

c¢) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat
dan ekspedisi;

d) Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal re-
tensi serta penghapusan arsip;

e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi
perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hub-
ungan masyarakat;

f)  Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana
berkenaan dengan tata naskah dinas, uraian tugas, informasi
jabatan, sistem dan prosedur kerja;

g) Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi
dan ketatalaksanaan;

h) Menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi
pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala, pemberhentian pegawai serta urusan mutasi lainnya;
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i) Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin
pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan
pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian
serta kedudukan hukum pegawai;

j)  Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi,
bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, doku-
mentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

k) Menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan
menyusun rencana kebutuhan barangunit dan rencana tahu-
nan barang unit;

[) Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi dan koordina-
si penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitasi lainnya;

m) Melaksanakan inventarisasi dan penyiapan barang sesuai
manual administrasi barang;

n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan serta
pengelolaan asset;

o) Melaksanakan wurusan rumah tangga berkenan dengan
pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, ru-
mah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan ling-
kungan kantor;

p) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja individual kepegawaian
dan pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;

g) Mengumpulkan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak;

r) Memfasilitasi kebutuhan teknis dan administratif para pejabat
fungsional yang ada dilingkup dinas pemberdayaan perempu-
an dan perlindungan anak; dan

s) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.
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- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, memiliki uraian tugas :

a) Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana ke-
giatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

b) Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

¢) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana
stratejik (Rensta), Rencana kerja (Renja), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) dan Indi-
kator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak yang terintegrasi;

d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengesahan dokumen
anggaran;

e) Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Realisasi Fisik dan
Keuangan (RFK);

f)  Menyiapkan bahan dan mengolah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

g) Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan,
perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi;

h) Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran
gaji dan tunjangan;

i) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal
maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;

i) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawa-
ban keuangan semesteran dan tahunan serta mengevaluasi
realisasi anggaran untuk keperluan perencanaan tahun ang-
garan yang akan datang; dan

k) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.
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3. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi,

mempunyai uraian tugas sbb:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perlindungan perempuan dan anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan data gender dan data kekerasan terhadap per-
empuan dan anak;

Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan in-
formasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan
kualitas keluarga;

Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan in-
formasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur
dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan in-
formasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan
kualitas keluarga;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan in-
formasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengum-
pulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas
keluarga;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,

bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan pengum-
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j)

k)

n)

pulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap per-
empuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, da-
lam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, da-
lam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

Menyusun program, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengatur, mengendalikan dan menyingkronisasikan kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bi-
dang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap per-
empuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, da-
lam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bi-
dang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, da-
lam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bi-

dang perlindungan khusus anak;
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p)

a)

t)

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur,
bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penye-
dia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lem-
baga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang per-
lindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lem-
baga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan

khusus;
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u)

Memantau, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan, anak
dan data informasi; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

- Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

a)

b)

c)

d)

f)

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlin-
dungan perempuan dan anak;

Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data
perlindungan perempuan dan anak;

Menyiapkan bahan perumusan dan kajian kebijakan di bidang
pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi
penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, per-
lindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sink-
ronisasi  penerapan kebijakan di bidang pencegahan, pe-
nanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pi-
dana perdagangan orang;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitas, sosialisasi dan
distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, perlin-
dungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di da-
lam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi da-
rurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan

orang;
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g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan su-
pervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan , pe-
nanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pi-
dana perdagangan orang;

h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengem-
bangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di
bidang pencegahan , penanganan, perlindungan dan pem-
berdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tang-
ga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan
evaluasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, pe-
nanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pi-
dana perdagangan orang;

j) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan kajian
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi
penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

[) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sink-
ronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak;

m)Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

n) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan su-
pervisi penerapan distribusi kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

0) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan

pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus;
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p) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis
dan evaluasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khu-
sus anak;

g) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlin-
dungan perempuan dan anak; dan

r) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

- Kepala Seksi Data Gender dan Data Kekerasan

a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Data Gender dan
Kekerasan;

b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan dan kajian
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian da-
ta dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta da-
ta dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

c¢) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi
penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak
serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sink-
ronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, ana-
lisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan
informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan pegumpulan, pengolahan, analisis dan pen-
yajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, poli-
tik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi anak serta

data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
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f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan su-

pervisi penerapan kebijakan pegumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, so-
sial, politik hukum dan kualitas keluarga, data dan informasi
anak serta data dan informasi kekerasan terhadap perempuan

dan anak;

g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis,

dan evaluasi penerapan kebijakan pegumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga, data dan
informasi anak serta data dan informasi kekerasan terhadap

perempuan dan anak;

h) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang data

gender dan data kekerasan anak; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak

a)

b)

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak
terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pendidikan, pengasuhan dan kegiatan budaya
anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan kesehatan dan kesejahteraan anak;
Mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan
sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait

hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
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f)

g)

h)

j)

k)

lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, krea-
tivitas dan kegiatan budaya;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kese-
jahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan bimbingan teknis serta supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, in-
formasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lem-
baga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penye-
dia layanan peningkatan kualitas hidup anak ;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan
hak anak;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pen-
golahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
pemenuhan hak anak;

Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, krea-

tivitas dan kegiatan budaya;
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m) Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan

penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

- Seksi Pendidikan, Pengasuhan dan Kegiatan Budaya Anak mempu-

nyai tugas pokok sebagai berikut:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendidikan,
pengasuhan, dan kegiatan budaya anak;

Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pen-
didikan, pengasuhan, dan kegiatan budaya anak;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pen-
didikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi
penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasu-
han alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian ke-
bijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan su-

pervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
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pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan budaya;

i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pem-
anfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

j)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenuhan
hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia
usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengem-
bangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup
anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pem-
anfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

I)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis, dan
evaluasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, ana-
lisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuh alter-
natif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya;

m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pendidikan,
pengasuhan, dan kegiatan budaya anak; dan

n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

- Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak mempunyai tugas
pokok sebagai berikut:
a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Hak Sipil,
Informasi dan Partisipasi Anak;
b) Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data
Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak;
c¢) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan

partisipasi;
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d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi
penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak
sipil, informasi dan partisipasi;

e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian ke-
bijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan
partisipasi;

f)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sink-
ronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan partisipasi;

g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil,
informasi dan partisipasi;

h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
hak sipil, informasi dan partisipasi;

i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenu-
han hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan
dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kuali-
tas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

[) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan ke-
bijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian da-
ta dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bidang hak
sipil, informasi dan partisipasi anak; dan

n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
kewenangannya.

- Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas

pokok sebagai berikut :
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan
kesehatan dan kesejahteraan anak;

Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data
kesehatan dan kesejahteraan anak;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kese-
jahteraan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi
penyusunan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak di
bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian ke-
bijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sink-
ronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan
dasar dan kesejahteraan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan
supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis,
evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan pemenu-
han hak anak pada lembaga pemerintah dan nonpemerintah,
dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kuali-
tas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

dan
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[) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis
dan evaluasi penerapan kebijakan pegumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan
dasar dan kesejahteraan.

m) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan
dan kesejahteraan anak; dan

n) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

5. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, memiliki uraian tu-
gas sbb:

a) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusuta-
maan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

b) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan
hukum

c) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan peningkatan kualitas keluarga;

d) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur
mengendalikan dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksa-
naan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

e) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan per-
empuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas
keluarga;

f)  Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pen-

erapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
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g)

h)

j)

k)

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik,
hukum dan kualitas keluarga;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pelembagaan pengarusutamaan gender;
Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan standarisasi lembaga penyedia layanan pem-
berdayaan perempuan;

Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penguatan dan pengembangan lembaga penye-
dia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan hak anak ;

Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan

kewenangannya.

- Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum

a)

b)

f)

Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pem-
berdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;

Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data
pemberdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pem-
berdayaan ekonomi, sosial, politik dan hukum;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan per-
empuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pem-
berdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan ho-
kum

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian ke-

bijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pem-
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berdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum;

g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum;

h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum;

i)  Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan su-
pervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gen-
der dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum;

i) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelembagaan
pengarusutamaan gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan
hukum;

k) Menyiapkan bahan dan melaksanakan standarisasi lembaga
penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
dan hukum;

[) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis dan
evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum;

m)  Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan
ekonomi, sosial, politik dan hukum; dan
n)  Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

a) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan
kualitas keluarga;

b) Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data pen-

ingkatan kualitas keluarga;
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan
kualitas keluarga;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan
pelaksanan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan per-
empuan di bidang kualitas keluarga;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan forum koordinasi
penyusunan kebijakan pelaksaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kajian ke-
bijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pem-
berdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan
distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan su-
pervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gen-
der dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan dan pengem-
bangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, analisis,
evaluasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluar-

ga;
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UPTD PPA

UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan atau
kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan terpadu pem-
berdayaan perempuan perlindungan anak , UPTD PPA dipimpin oleh Kepala
UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Di-
nas.

UPTD PPA mempunyai fungsi penyelenggaraan ketugasan teknis operasiona;
dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas di Bidang Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas, tentang Struktur Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin , maka
dapat di lihat Bagan Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.

2. Sekretariat, terdiri atas :
a) Sub Bag Perencanaan Dan Keuangan
b) Sub Bag Umum Dan Kepegawaian

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
a) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik Dan Hukum
b) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

4, Bidang Pemenuhan Hak Anak
a) Seksi Pendidikan, Pengasuhan Dan Kegiatan Budaya Anak
b) Seksi Hak Sipil, Informasi Dan Partisipasi Anak
c) Seksi Kesehatan Kesejahtraan Anak

5. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak Dan Data Informasi
a) Seksi Perlindungan Perempuan Dan Anak
b) Seksi Data Gender Dan Data Kekerasan

6. UPTD PPA

LXKJiP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin Tahun 2022

26



E. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat

Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum men-
jadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten;
Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan
politik;

Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta
partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan pening-
katan kualitas keluarga yang resposif gender;

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan per-
empuan utamanya data terpilah lintas sektor;

Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak
anak;

Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan;

Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta
partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan
keluarga yang resposif hak anak;

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak

utamanya data terpilah lintas sektor.

b. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak :

1)

2)

3)

Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
dan anak;

Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan
anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;

Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan

korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
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c. Permasalahan terkait kesekretariatan :

1)

2)

Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana
kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah;

Belum optimalnya kinerja perangkat daerah.

E. Isu-isu Strategis :

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mam-

pu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan

dan tindakan yang tepat. Secara Umum Isu Strategis dapat bersumber dari

lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang mel-

ingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara

lain:

1.

Kurangnya dukungan SKPD dalam mengintegrasikan Perencanaan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Meningkatnya kasus kekerasaan terhadap perempuan dan anak yang
disebabkan berbagai faktor sehingga kasus ini sulit terselesaikan secara
tuntas, ditambah lagi data yang ada masih berupa fenomena gunung es,
sehingga dibutuhkan penanganan dari berbagai pihak.

Belum adanya data terpilah di masing-masing sektor sehingga kurang
mendukung profil/Statistik gender di Kabupaten Tapin dikarenakan sulit-
nya mengkoordinasikan permintaan data ke SKPD /Instansi Lintas sektor.
Belum optimalnya tugas Pokja PUG dan Focal Point SKPD dalam
melaksanakan PUG.

Belum optimal kelembagaan Pengarusutamaan Gender yang ada se-
hingga masih dibutuhkan penguatan kelembagaan melalui Pokja PUG.
Kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative secara
tidak langsung berdampak tidak terangkatnya isu perempuan ke wilayah
publik.

Kurangnya dukungan SKPD dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak

sebagai bentuk pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak anak.
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DINAS TIPE B

JABATAN FUNGSIONAL
- Perencana

KEPALA DINAS
Hj. LAILIAN NOR, S.Sos, MM
19640110 198603 2 018

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. TAPIN

- Analisa Kebijakan

- Statistisi

- Pranata Komputer

- Analisa Kepegawaian

SEKRETARIS DINAS DP3A
HJ. MITYA, SE
198201101 200501 1 006

SUB BAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

SUB BAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

19740722 200012 2 1003

19701127 199903 2 003

ANALIS KEBIJAKAN
HJ. SHINTA ANNISA, SKM
19770403 199703 2001

ANALIS KEBIJAKAN
Plt. HENNY HERLENA,S.PD.MA

19701127 199903 2 003

ANALIS KEBIJAKAN
HELMY HIDAYAT, SKM
19871202 201001 1004

ANALIS KEBIJAKAN
HARUNORASYID, SH
19700430 200604 1 005

g
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ANALIS KEBIJAKAN
ARIF SUPRIADI, SKM
19760413 200012 1 003

-Arsiparis FAUZIAH. SE.MM HERNILAWATI. S.PD
19800507 201101 2 010 19871009 201503 2 001
BIDANG
BIDANG
KUALITAS H}L[éEBKEgEAMPUAN DAN DEMENUMAR Bk ANAK
NOORHAL IMAH.SKM. MM HENNY HERLENA,S.PD.MA BIDANG

PERLINDUNGAN PREMPUAN,
ANAK DAN DATA INFORMASI
MAWARDI, S.Sos
19681111 19002 1 002

ANALIS KEBIJAKAN
Plt. MAWARDI, S.Sos
19681111 19002 1 002

KEPALA UPTD
H. HERMUNAS NOOR, SST. NERS

19751012 199603 1 005

ANALIS KEBIJAKAN
CANDRA HANDAYANI, AMKL
19730106 200604 2 024

;




Aspek Strategis (Data Kepegawaian)
Potensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
dengan Sumber Daya Manusia , Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri

dari :
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin
No Jenis Pendidikan L P Jumlah
1 S2 1 4 5
2 S1 5 5 10
Jumlah 6 9 15
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin
No Pangkat/Gol L P Jumlah
1 Pembina Muda (1V/b) ) 1 1
2, Pembina (1V/a) 2 1 3
3. | Penata Tk. I (lll/d) 3 3 6
4. Penata (lll/c) 1 2 3
5| penata Muda Tk. I (Ill/b) - - 0
6. Penata Muda (lll/a) 1 1 2
Jumlah 7 8 15
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Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin

Jumlah
No. Jabatan Esselon P L Ket
(orang)
1 2 3 4 5 6 7
1 Kepala Dinas Esselon lla 1 1 -
2 Sekretaris Esselon llla 1 - 1
3 Kepala Bidang Esselon Illb 3 2 1
Kepala Sub Bi-
4 Esselon IVa 8 4 4
dang/Bagian
5 Staf - 2 1 1
Jumlah 15 8 7

2.2.1 Saranadan Prasarana
Dalam rangka pelaksanaan tugas, DP3A Kabupaten Tapin memerlukan
sarana dan prasarana pendukung. Kondisi Sarana dan Prasarana yang dimil-
iki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ta-
pin belum cukup memadai. Saat ini DP3A memiliki gedung kantor sendiri,
Jalan Jenderal Sudirman No. 59 Rantau Kabupaten Tapin Kalimantan Se-
latan.
Secara garis besar Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Berikut:
Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana DP3A Kab.Tapin Tahun 2018 - 2023

Kondisi
No Aset DP3A Jumlah
RB | R
1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0 1 1.624 m?
2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen 0 1 1 unit
Bangunan Gedung Garasi/Pool Semi Per-| 0 1
3 1 unit
manen
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Kondisi
No Aset DP3A Jumlah
RB | R

Bangunan Gudang Tempat Kerja Lainnya Per- 0 1 1 unit
: manen
5 | Kendaraan Dinas Bermotor:

a. Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) 0 1 1 unit

b. Pick Up 0 1 1 unit

c. Sepeda Motor 0 1 1 unit
6 | Air Conditioning Unit 2 6 9 unit
7 | Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 0 1 1 unit
8 | Lemari Besi 0 3 3 unit
9 | Filling Besi/Metal 0 | 11 11 unit
10 | Band Kas 0 1 1 unit
11 | Lemari kayu 0 5 5 unit
12 | Papan Nama Instansi 0 1 1 unit
13 | Lemari Kayu 0 5 5 unit
14 | Meja Rapat 0 5 5 unit
15 | Kursi Lipat 2 55 55 unit
16 | Meja Komputer 0 1 1 unit
17 | Kasur 0 1 1 unit
18 | Sofa 0 3 3 unit
19 | Moubiler Lainnya 0 1 1 unit
20 | Mesin Penghisap Debu 0 1 1 unit
21 | LemariEs 0 2 2 unit
22 | Kompor Gas 0 1 1 unit
23 | Televisi 0 3 3 unit
24 | Loudspeaker 0 4 4 unit
25 | Tustel 0 2 2 unit
26 | Handy Cam 0 3 3 unit
27 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 0 3 3 unit
28 | P.C Unit 0 | 15 15 unit
29 | LapTop 0 8 4 unit
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Kondisi
No Aset DP3A Jumlah
RB | R
30 | Note Book 0 2 2 unit
31 | Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain 0 1 1 unit
32 | Printer 0 |21 21 unit
33 | Meja Kerja Pejabat Eselon Il 0 2 2 unit
34 | Meja Kerja Pejabat Eselon Il 0 5 5 unit
35 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 0 8 8 unit
36 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural 0 5 5 unit
37 | Kursi Kerja Pejabat Eselon Il 0 2 2 unit
38 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IlI 0 6 2unit
39 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 0 |21 21 unit
40 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 0 | 16 16 unit
41 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 0 8 8 unit
42 | Proyektor + Attachment 0 1 1 unit
43 | Audio Amplifier 0 1 1 unit
44 | Compact Disc. Player 0 1 1 unit
45 | Microphone/Wireless Mic 0 7 7 unit
46 | Power Amplifier 0 1 1 unit
47 | Peralatan studio Visual Lain-lain 0 1 1 unit
48 | Video Mixer 0 1 1 unit
49 | Rak Peralatan 0 1 1 unit
50 | Mixer PVC 0 1 1 unit
51 | Faximile 0 1 1 unit
52 | Wireless Amplifier 0 1 1 unit
53 | Antena VHF/FM Stationary 0 1 1 unit
54 | Power Supply (UPS) 0 4 4 unit
55 | Dispenser 0 1 1 unit
56 | Oven 0 1 1 unit
57 | CCTV 0 1 1 unit
58 | Tandon Air 0 1 1 unit
59 | Exhaust Fan 0 1 1 unit
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Kondisi
No Aset DP3A Jumlah

RB | R
60 | Kursi Tamu 0 1 1 unit
61 | Alat Pembersih Lainnya (tempat cuci tangan) 0 1 1 unit
62 | LCD Monitor 0 1 1 unit
63 | CPU Tanpa Layar 0 1 1 unit
64 | Printer + Scanner 0 1 1 unit
65 | Printer 0 1 1 unit
66 | Alat Pemanas Air 0 1 1 unit
67 | Televisi 0 1 1 unit
68 | Alat Permainan Anak 0 1 1 unit
69 | Kipas Angin Gantung 0 1 1 unit

Sumber : Buku Inventaris Gabungan DP3A Kab. Tapin 2018-2023
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2.1

BAB I
PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Pembangunan pada organisasi sektor publik bermula
dari disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) pada masing-masing organisasi
sektor publik. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin merupakan dokumen perencanaan strategis organ-
isasi yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak Kabupaten Tapin 2018-2023 diselaraskan dengan Visi dan Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Tapin 2018-2023.

Visi Kepala Daerah

Visi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD adalah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada saat pemilihan
Kepala Daerah. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kon-
disi masa depan daerah yang akan dicapai dalam masa jabatan selama 5 (li-
ma) tahun. Visi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAIJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Adapun makna yang terkandung dalam Visi Kabupaten Tapin Tahun

2018-2023, dijelaskan sebagai berikut:

a. Maju, Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi
keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan
lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang
sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.

b. Sejahtera, Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan
sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan,
kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap
masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan
jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

c. Agamis, Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mam-

pu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek
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dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi

pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Misi Kepala Daerah

Misi merupakan suatu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu
lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-
upaya apa yang harus dilakukan. Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting
untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah
kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi.

Dalam kerangka kajian teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan
mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya
dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komit-
men terbaik terhadap stakeholder. Ada banyak stakeholder pembangunan
daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek
(pelaku) pembangunan.

Adapun Misi Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, vyaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, sehat, cerdas,

berbudaya dan berdaya saing.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis
dan pariwisata yang dimulai dari desa.

3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berke-
lanjutan.

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahter-

aan masyarakat.

5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta
mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and

Clean Government).

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tapin Tahun 2018-2023

maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3A mendukung terhadap pencapaian

Misi Ke-1 yaitu :
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MISI 1, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas,

Berbudaya dan Berdaya Saing. Misi ini menekankan pada Meningkatkan Kualitas

SDM Kabupaten Tapin melalui Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.

Tabel 2.1. Matriks Hubungan Antara Visi, Misi dan Tujuan

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator
Tujuan/Sasaran

Bersama
Mewujudkan Tapin
Maju, Sejahtera Dan
Agamis

Meningkatkan

Kualitas Sum-
berdaya Manusia
yang Agamis,
Sehat Cerdas,
Berbudaya dan
Berdaya Saing.

Meningkatkan
Kesetaraan Gender
Pemenuhan Hak
Anak dan Perlin-
dungan Perempu-
an dan Anak

Indeks Pembangunan
Gender (IPG) (poin)

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)(poin)

Rasio kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Meningkatnya
Peran Per-
empuan da-
lam pem-
bangunan

Prosentase anggaran
Yang Responsive Gender
pada Belanja Langsung
APBD

Prosentase Keterlibatan
Perempuan di Parlemen

Prosentase Pelaku Usaha
Rumahan Perempuan

Prosentase Keluarga Yang
dibina

Prosentase Perkawinan
Usia anak

Meningkatnya
Hak Anak da-
lam Pem-
bangunan

Capaian Kabupaten Layak
Anak

Peresentase Gugus tugas
KLA yang aktif dalam
pencapaian KLA

Persentase Forum Anak
Daerah yang aktif sebagai
pelopor dalam pem-
bangunan

Persentase Kecamatan
Layak Anak yg dikem-
bangkan

Persentase Sekolah
Ramah Anak (SRA) yang
dikembangkan

Persentase Puskesmas
Ramah Anak (PRA) yang
dikembangkan

Menurunnya
Kasus Kekera-
san Terhadap
Perempuan
dan Anak dan

Rasio Kekerasan terhadap
Perempuan termasuk
TPPO

Rasio Kekerasaan Ter-
hadap Anak
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Meningkatnya
kualitas Data
Terpilah Gen-
der dan Anak

Persentase SKPD yg
menggunakan Buku Data
Terpilah Gender dan Anak
sebagai salah satu bahan
dalam penyusunan ang-
garan dan PPRG SKPD

Meningkatkan Ta-
ta Kelola Organ-
isasi Perangkat
Daerah

Nilai Kepuasan Masyara-
kat

Meningkatnya
Kualitas Pela-
yanan
Perangkat
Daerah

Nilai Kepuasan Masyara-
kat

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja
Perangkat
Daerah

Nilai SAKIP Perangkat
Daerah

Meningkatnya
Pelayanan
Sarana dan
Prasarana
administrasi
Perkantoran

Persentase Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
yang dibutuhkan SKPD

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Meningkatkan
Kesetaraan Gen-
der Pemenuhan

Hak Anak dan Per-
lindungan Per-
empuan dan Anak

Meningkatnya peran
perempuan dan hak
anak dalam pem-
bangunan

1) Meningkatkan kapasi-
tas bagi perempuan
melalui pem-
berdayaan

2) Meningkatkan
pelembagaan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada
lembaga pemerintah
tingkat kabupaten

3) Meningkatkan kuali-
tas keluarga yang re-
sponsive gender

4) Meningkatkan
pelembagaan
pemenuhan hak anak
pada lembaga
pemerintah, non

Peningkatan kualitas
hidup perempuan dan
anak
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5)

6)

7)

8)

pemerintah dan
dunia usaha

Meningkatkan kuali-
tas keluarga yang re-
sponsive gender

Meningkatkan peli-
batan anak dalam
proses pembangunan

Meningkatkan pen-
guatan dan pengem-
bangan lembaga
masyarakat pening-
katan kualitas hidup
perempuan, anak dan
keluarga

Meningkatkan
pengelolaan sistem
data gender

Menurunnya kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak

1)

2)

3)

Meningkatkan upaya
pencegahan kekera-
san terhadap per-
empuan dan anak

Meningkatkan perlin-
dungan hak per-
empuan dan anak ke-
lompok rentan sebgai
upaya pengurangan
resiko

Meningkatkan
layanan penanganan
kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Peningkatan kualitas
perlindungan terhadap
perempuan dan anak

Meningkatkan tata
kelola organisasi
perangkat daaerah

Meningkatnya kualitas
pelayanan perangkat
daerah

Meningkatkan layanan
administrasi per-
kantoran, sarana
prasarana kantor, in-
formasi publik kepeg-
awaian dan keuangan
perangkat daerah

Peningkatan kualitas
layanan publik
perangkat daerah
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Meningkatnya akunta-
bilitas kinerja
perangkat daerah

Meningkatkan kualitas
dokumen perencanaan
dan kinerja perangkat

daerah

Peningkatan kualitas
perencanaan dan
kinerja perangkat dae-
rah

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada lima tahun menda-

tang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu

strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan Pembangunan Jangka

Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Tapin dirumuskan sebagai berikut:

“Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas

Perlindungan Perempuan dan Anak”.

(Revisi Renstra per 1 Oktober 2021, Hasil Asistensi dengan Bp. Ananda Juarsa (Ke-

menPan RB di Hotel Rattan Inn bulan Oktober).

2.1.2 Sasaran Strategis

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strat-

egis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan

sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan

pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam

rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambun-

gan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Perencanaan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Revisi Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan.
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Meningkatnya Hak Anak dalam Pembangunan
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

LA

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 tidak mengalami perubahan
Setelah dilakukan Asistensi SAKIP dengan KemenPAN RB (Bapak Ananda Juarsa)
di Hotel Rattan In Banjarmasin pada Bulan Oktober 2021 , maka sesuai arahan Bp.
Ananda Juarsa, Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Per-

lindungan Anak di lakukan Revisi semenjak Oktober 2021 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 2 3
1. Meningkatkan Kesetaraan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender, Pemenuhan Hak Anak | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dan Perlindungan Perempuan | Rasio Kekerasaan Terhadap Perempuan dan

Dan Anak Anak

LKGIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin Tahun 2022




Kinerja utama

Indikator Kinerja Utama

Form Perhitungan

Penjelasan

Meningkatkan
Kesejahteraan Gender,
Pemenuhan Hak Anak
dan Kualitas
Perlindungan

Perempuan Dan Anak

Indeks Pembangunan Gender

(IPG)

IPG Merupakan Indikator Komposit untuk
Mengukur dimensi yang sama dengan IPM,
antara Lain dimensi Harapan Hidup saat
lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat
kelayakan hidup. IPG memperhitungkan

capaian berdasarkan gender.

Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG)

1/3 (Ipar + IDM + Lin-Dist)
Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen
IDM = Indeks Pengambilan Keputusan

Line = Indeks distribusi pendapatan

IDG adalah indikator komposit untuk
mengukur peran aktif perempuan dalam

kehidupan ekonomi dan politik.

Rasio Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak

Jumlah KDRT Terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah Rumah Tangga

X 100

Kekerasan adalah setiap perbuatan
terhadap seseorang, yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum. (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)
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2.3 PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2022

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih

lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan program-program kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak:
INDIKATOR KINERJA
NO ESELON SASARAN STRATEGIS TARGET 2022
SASARAN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Eselon Il Indeks Pembangunan Gender
Meningkatkan Kesetaraan 85,11
(IPG)
Gender, Pemenuhan Hak
Indeks Pemberdayaan Gender
Anak Dan Kualitas 73,39
(IDG)
Perlindungan Perempuan
Rasio Kekerasaan Terhadap
Dan Anak 0,030
Perempuan dan Anak
2. Eselon Il Meningkatnya Kualitas Nilai Kepuasaan Masyakat
80
(Sekretariat) Pelayanan Perangkat Daerah
Meningkatnya Akuntabilitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah
A
Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Pemenuhan sara-
Meningkatnya Pelayanan
na dan Prasarana Yang dibu- 100%
Perangkat Daerah
tuhkan SKPD
Eselon Il Meningkatnya Peran Prosentase Anggaran yang
(KHPK) Perempuan Dalam Responsive Gender pada 20 %
Pembangunan belanja langsung APBD
Prosentase Keterlibatan
30 %
Perempuan di Parlemen
Prosentase Pelaku Usaha
20%
Rumahan Perempuan
Prosentase Keluarga yang
0,6 %
dibina
Prosentase Perkawinan Usia
8,74 %

Anak di Kabupaten Tapin
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Eselon IlI Menurunnya Kasus Rasio Kekerasan Terhadap 0.15
Kekerasaan Terhadap Per- Perempuan, termasuk TPPO ’
(PPADI) :
empuan dan Anak dan Rasio Kekerasan Terhadap 08
Meningkatnya Kualitas Data | Anak '
Terpilah Gender dan Anak Prosentase SKPD yang
menggunakan Buku Data Ter-
pilah Gender dan Anak se- 87%
bagai salah satu bahan dalam ?
Penyusunan Anggaran dan
PPRG SKPD.
Eselon IlI Meningkatnya Hak Anak Da- | Capaian Kabupaten Layak
Pratama
(PHA) lam Pembangunan Anak
Prosentase Gugus Tugas KLA
yang aktif dalam pencapaian 100 %
KLA (%)
Prosentase Forum Anak Dae-
rah yang aktif sebagai pelopor 16,32 %
dalam pembangunan (%)
Prosentase Ifecamatan Layak 8,33 %
Anak yang dikembangkan (%)
Prosentase Sekolah Ramah
Anak (SRA) yang dikem- 5%
bangkan (%)
Prosentase Puskesmas Ramah
Anak (PRA) yang dikem- 7,69 %
bangkan (%)
Eselon IV Terlaksananya disposisi dan Jumlah surat masuk dan
(Subbag agenda surat menyurat keluar selfama 1 .(satu) tahun 800 Dokumen
yang terdisposisi dan teragen-
Umum & da dengan baik
. Terciptanya kebersihan kan- | Jumlah ruangan dalam
K
epegawaian) tor keadaan bersih 11 Ruangan
177 buah
Terciptanya lingkungan kerja Jumlah aset kantor (KIB. B) (diluar kgn—
yang nyaman dan re- ane berfunesi denean baik daraan dinas
fresentatif yang 8 g dan tanah
bangunan)
Termanfaatkannya kendaran Jumlah. kendaraan dmas‘ .
. ) operasional dalam kondisi 5 Buah
dinas operasional .
baik
. Jumlah aparatur yang mengi-
Terlak didik
er a. sananya pendidikan kuti pendidikan dan pelatihan 2 Orang
pelatihan formal
formal
Terlaksananya urusan pela- Jumlah aparatur yang
yanan administrasi kepega- mendapatkan pelayanan ad-
. inistrasi k . li-
waian ministrasi kepegawaian, meli 6 Orang

puti kenaikan pangkat dan
kenaikan gaji berkala dalam 1
(satu) tahun
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Eselon IV Menyusun Perencanaan dan | Jumlah Dokumen Kinerja 13 buah
o . ua

(Subbag Pelaporan Kinerja SKPD sesuai ketentuan
> Menyusun Perencanaan dan | Jumlah Dokumen Laporan

erencanaan Administrasi Keuangan SKPD | keuangan secara berkala
dan 2 buah
Keuangan)
Eselon IV Terlaksananya Upaya Pening- | Jumlah Keluarga yang

(Seksi Pening-

katan Kualitas

katan Pemberdayaan Per-

empuan dalam rangka

mendapat layanan Puspaga

500 Keluarga

Jumlah Keluarga yang dibina

Keluarga) meningkatkan Ketahanan di Desa Model Peningkatan 50 KK
Keluarga Kualitas Keluarga
Jumlah Organisasi / Kelompok
50 Organ-
perempuan yang Aktif dalam
isasi/Kelompok
Peringatan Hari Kartini
Jumlah Organisasi / Kelompok
50 Organ-
perempuan yang Aktif dalam
isasi/Kelompok
Peringatan Hari lbu
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan Gerakan 1800 Orang
Pencegahan Perkawinan Anak
Eselon IV Tersedianya data usaha ru- Jumlah Pelaku Usaha
(Seksi Pem- mahan di Kabupaten Tapin Rumahan Perempuan di 225 Orang
berdayaan Kabupaten Tapin
Ekonomi, So- | Terlaksananya pelatihan Jumlah Perempuan yang
sial, Politik keterampilan usaha rumahan | terampil dalam usaha 120 Orang

dan Hukum)

perempuan

rumahan

Terlaksananya pameran hasil

karya perempuan

Jumlah hasil karya perempuan
di Kecamatan yang disertakan

dalam Pameran

12 Kecamatan

Terlaksananya Pelatihan
PPRG bagi SKPD dan KKG bagi
Lembaga/ Pengurus Organ-
isasi /Gerakan /Kelompok

Perempuan/Masyarakat
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meningkat pengetahuannnya

tentang KKG

Eselon IV Meningkatkan Penyajian Da- | Prosentase form Data Terpilah
81 Form Jenis
(Seksi Data ta Gender dan Anak Gender dan Anak yang dapat
Data
Gender dan terpenuhi sesuai petunjuk
(81,8%)
Data teknis
Kekerasan) Terlaksananya Sosialisasi Prosentase Peserta yang
Pengembangan System In- mengikuti Sosialisasi dan
42 Orang
formasi Data Gender Dan Workshop Up Dating data
(100%)
Anak (SIGA) Terpilah Gender dan Anak
Kabupaten Tapin.
Eselon IV Terlaksananya Pelatihan Jumlah SDM yang terlatih
(Seksi Perlin- SDM dan Pelayanan Pe- dalam penanganan
dungan Per- nanganan Kasus Kekerasaan | pengaduan kekerasaan
72 Orang
empuan dan terhadap Perempuan dan terhadap perempuan ,anak
Anak) anak dan Tindak Pidana dan tindak pidana
Perdagangan Orang (TPPO) perdagangan orang (TPPO
Prosentase Kasus Kekerasaan
terhadap Perempuan dan 100 %
Anak yang di Tangani
Prosentase Kasus Kekerasaan
100 %
terhadap Anak yang ditangani
Persentasi Kasus Kekerasaan
terhadap perempuan dan
100 %
anak yang tercatat dan
terlapor ke dalam SIMPONI.
Persentasi Data SIMEP KPAI
yang dapat terpenuhi 80 %
SKPD/Unit kerja terkait.
Terlaksananya Survey Kepua- | Hasil Survey Kepuasaan
san Masyarakat dalam Masyarakat dalam
pelaksanaan pelayanan pen- | pelaksanaan pelayanan Sangat baik

gaduan Perlindungan Per-

empuan dan Anak

pengaduan Perlindungan

Perempuan dan Anak.

LKGIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin Tahun 2022 46




Eselon IV

(Seksi Hak

Terlaksananya Pembinaan
dan Pembekalan Forum Anak
Daerah.

Jumlah Anggota Forum Anak

Daerah yg berpartisipasi aktif

24 Orang
Sipil , Informa- dalam Temu Forum/Jambore
sidan Anak Provinsi dan Kabupaten
Partisipasi Jumlah Gugus Tugas KLA yang
30 Instan-
Anak) Aktif dalam Pencapaian
si/Lembaga
Indikator KLA
Jumlah Pembinaan dan 12 Kecamatan
Pembekalan Forum Anak +1 Ke-
lurahan/Desa
Eselon IV Memberikan Fasilitasi ter- Jumlah Tenaga Kesehatan
hadap S Penduk
(Seksi P;Aap arana Fendukung yang berkompeten untuk 60 Orang
Kesehatan mendukung (KLA)
Kesejahteraan Jumlah Puskesmas Ramah
1 Buah
Anak) Anak yang dikembangkan
Jumlah Peserta yang
memahami Sosialisasi 140 Orang
Posyandu Ramah Anak
Jumlah Kecamatan Layak Anak
1 Kecamatan
Yang dikembangkan
Eselon IV Melaksanakan Sosialisasi Jumlah Peserta yang
. Sekolah Ramah Anak .
(Seksi Pen- memahami Sekolah Ramah 60 Orang
didikan Anak
Pengasuhan Memberikan Fasilitasi Ter- Jumlah Tenaga Pendidik yang
dan Kegiatan hadap Sarana Pendukung berkompeten untuk
SRA 65 Orang
Budaya Anak) mendukung Sekolah Ramah
Anak (SRA)
Jumlah Sekolah Ramah Anak
26 Buah
(SRA) yang dikembangkan
Jumlah RBRA yang
1 Buah
dikembangkan
Terlaksanannya Pembinaan Jumlah Peserta Penyuluhan
Pola Asuh Anak 310 Orang

Pola Asuh yang Paham

LKGIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin Tahun 2022

47




Edukasi Pola Asuh Anak

Jumlah Peserta yang

Anak

mengikuti Peringatan Hari 2400 Orang
Anak Nasional

Jumlah Peserta yang

mengikuti Gebyar Ramadhan 160 Orang
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di-
percayakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan melalui media
pelaporan, berupa laporan Akuntabilitas Kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan (LKjlIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ta-
pin Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang
tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin Tahun 2022, guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator
kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LKjIP ini juga menyajikan an-
alisis efesiensi dan efektivitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap
output kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ta-
pin Tahun 2022.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan prasyarat
bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal
tahun melalui penetapan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2022 target
kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui capaian kinerja. Selisih
yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa yang
akan datang (performance improvement).

Untuk memudahkan dalam penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan
dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori se-
bagai berikut:

KRITERIA SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

No Rentang Capaian Katagori Capaian
1. 85%->100% Sangat Berhasil
2. 70%->85% Berhasil

3. 55%->70% Cukup Berhasil
4, <55% Kurang Berhasil
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3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana tertuang dalam penetapan Indikator Kinerja Utama
merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan.
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022 mengacu pada Renstra Revisi Tahun 2021 — 2023 dan
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022.

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Sub bab ini berisikan memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan
dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian
target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Revisi 2018-2023 seperti contoh berikut:
Tabel 3.1
Capaian Atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Tahun 2022
Indikator Kinerja Target Tahun Capaian
No Sasaran
Sasaran 2022 Tahun 2022
(1) (2) (3) (4) (5)
Meningkatkan Kesetaraan | Indeks Pembangunan 85,11 84,37

Gender, Pemenuhan Hak | Gender (IPG)

Anak Dan Kualitas Indeks Pemberdayaan 73,39 Belum Rilis
1. Perlindungan Perempuan | Gender (IDG) dr BPS
Dan Anak Rasio Kekerasaan Ter- 0,030 0.033

hadap Perempuan dan

Anak

- Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang ditarget-
kan sebesar 85,11 , tercapai sebesar 84,37 maka persentase capaian nya adalah sebesar 99,13
%. Sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa indikator utama atau indikator sasaran strategis Di-
nas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin berupa Indeks Pem-
bangunan Gender (IPG) terealisasi 84,37 atau tingkat capaian 99,13 % sehingga berpredikat “

Sangat Berhasil”.
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- Capaian Kinerja Tahun 2022 yang belum ada realisasi nya saat ini adalah indikator Indeks Pem-
berdayaan Gender (IDG), karena Data tersebut menunggu rilis dari BPS. Sehingga kita Belum
bisa menghitung realisasinya.

- Untuk capaian Rasio Kekerasaan terhadap perempuan dan Anak , trennya harus menurun apa-
bila dikatakan berhasil namun sebaliknya bila tidak, maka dianggap kurang berhasil.

Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan indikator Rasio Kekerasaan Terhadap Perempuan dan

Anak yang ditargetkan sebesar 0,030, terealisasi sebesar 0,033. Artinya Tren nya meningkat

sebesar 0,003 , kalo diambil kesimpulan, untuk capaian kinerja ini Belum bisa dikatakan “Ber-

hasil”.

Namun bukan berarti Capaian Kinerja Dinas DP3A kurang baik , tapi Upaya nyata yang sudah

dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dalam

pencengahan dan penanganan kasus Kekerasaan terhadap perempuan dan Anak sebagai
berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Bimtek Penanganan Kasus Kekerasaan Terhadap
Perempuan dan Anak ke Masyarakat dan Sekolah-sekolah.

2. Keberadaan UPTD PPA Kab. Tapin sebagai lembaga pengaduan kekerasaan sudah banyak
dikenal masyarat sehingga kepedulian serta keberanian masyarakat untuk melaporkan
adanya tindak kekerasaan semakin tinggi dengan adamya pengaduan melalui tatap muka
atau online.

3. Pembentukan dan Pembinaan TiM PATBM di setiap Desa sehingga Peran Satgas /Jejaring

meningkat jumlahnya.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dalam Sub Bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Per-
empuan dan Perlindungan Anak yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun
evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis

diuraikan sbb :

Sasaran Strategis :
Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak
Dan Kualitas Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pencapaian sasaran menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Kinerja Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator kinerja utama dengan

target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :
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Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Tahun 2022
Indikator
No Sasaran Kinerja Target Realisasi Capaian
Sasaran
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatkan Kesetaraan | Indeks Pem- 85,11 84,37 99,13

Gender, Pemenuhan Hak | bangunan Gen-

1. Anak Dan Kualitas der (IPG)
Perlindungan Perempuan

Dan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan partisipasi Perempuan dalam bidang
pembangunan, angka ini bermanfaat dalam upaya mengevaluasi hasil pembangunan perspektif
gender. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-
laki dan perempuan. Pada Dasarnya indikator yang digunakan dalam IPG adalah sama dengan
IPM, yakni umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan pengeluaran
per kapita disesuaikan.

Dilihat dari tabel di atas , Realisasi IPG tahun 2022 adalah sebesar 84,37, capaian IPG ta-
hun 2022 ini menunjukkan angka capaiannya meningkat dari tahun 2021 . artinya Tingkat
Partisipasi Perempuan meningkat dan juga memberikan kontribusi yang nyata dalam pem-
bangunan, hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam program pengarusutamaan gen-
der.

Pencapaian sasaran yang kedua menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator kinerja utama dengan
target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini ;

Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja K-2

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Tahun 2022
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran | Target Realisasi Capaian
2. | Meningkatkan Kesetaraan | Indeks Pemberdayaan 73,39 Belum Rilis -
Gender, Pemenuhan Hak Gender (IDG) dari BPS
Anak Dan Perlindungan
Perempuan Dan Anak
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Berhubung Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Belum Rilis dari BPS, maka masih belum
bisa di ukur capaian atas sasaran strategis nya.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi
dan politik. IDG mengukur kesetaraan dalam parlemen dan pemberdayaan gender dalam bidang
ekonomi. IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam ke-
hidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur
ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (social) dan aksebilitas

terhadap sumber daya ekonomi.

Pencapaian sasaran yang ketiga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui indikator kinerja utama dengan
target dan realisasi yang diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini ;

Tabel 3.2. Capaian atas Sasaran Strategis Indikator Kinerja K-3
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Tahun 2022
No. Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian
3. Meningkatkan Kesetaraan | Rasio Kekerasaan Ter- 0,030 0.033 90.91%

Gender, Pemenuhan Hak | hadap Perempuan dan
Anak Dan Kualitas Anak
Perlindungan

Perempuan Dan Anak

Dari Capaian indikator diatas, menunjukkan bahwa Rasio Kekerasaan Terhadap Perempuan
dan Anak meningkat, terlihat dari Realisasinya lebih besar dari target capaian, artinya tren untuk
Rasio Kekerasaan terhadap Perempuan dan Anak berbanding terbalik, semakin besar angka Ca-
paian maka kurang baik. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil angka capaian, maka lebih baik.
Dilihat dari perbandingan antara realisasi dan target, tidak terlalu signifikan naiknya yaitu
sebesar 0,003 saja, seandainya dihitung persentase pencapaian target sudah mencapai 90,91 %
. Dengan banyaknya kasus kekerasaan yang dilaporkan masyarakat,bukan berarti kinerja Dinas
Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang baik, justru karena Masifnya Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan melaksanakan sosialisasi pencegahan Kekerasaan ter-
hdap perempuan ke masyarakat dan menyediakan HOTLINE Pengaduan maka masyarakat
semakin berani untuk melaporkan hal-hal yang berbau kekerasan terhadap perempuan dan anak,
baik pelaporan kepada Unit Pelayanan PPA di DP3A maupun kepada unit pelayanan PPA di Polres
Tapin.
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Tabel 3.3 Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin

Indikator Kinerja Target Kinerja Tahun
No Sasaran Strategis Sasaran Tahun Anggaran 2022 Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
2022 Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatkan Indeks Pem- 85,11 84,37 99,13 PROGRAM Peningkatan Kualitas Advokasi Kebijakan dan
Kesetaraan Gen- bangunan Gender PENINGKATAN Keluarga dalam Pendampingan untuk
der, Pemenuhan (IPG) KUALITAS Mewujudkan Mewujudkan KG dan
Hak Anak Dan KELUARGA Kesetaraan Gender Perlindungan Anak Rp 40.037.300,00
Kualitas Perlin- (KG) dan Hak Anak Kewenangan Kabupat-
dungan Perempuan Tingkat Daerah Kabu- en/Kota
Dan Anak paten/Kota Pelaksanaan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KG
dan'PerImdungan Anak Rp 131.079.900,00
bagi Keluarga
Kewenangan Kabupat-
en/Kota
Pengembangan Kegiatan
Masyarakat untuk Pen-
ingkatan Kualitas Keluar- | Rp 164.721.200,00
ga Kewenangan Kabu-
paten/Kota
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Lem- Sumber Daya Lembaga
baga Penyedia Layanan | Penyedia Layanan Pen-
Peningkatan Kualitas ingkatan Kualitas Keluar- | Rp 142.083.100,00

Keluarga dalam
Mewujudkan KG dan
Hak Anak yang Wilayah

ga Tingkat Daerah Kabu-
paten/Kota
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Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM
PEMENUHAN
HAK ANAK

Pelembagaan PHA pada
Lembaga Pemerintah,
Non Pemerintah dan
Dunia Usaha

Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Pemenu-
han Hak Anak pada Lem-
baga Pemerintah, Non

Kewenangan Kabupat- | Pemerintah, Media dan Rp >9-832.400,00
en/Kota Dunia Usaha
Kewenangan Kabupat-
en/Kota
Koordinasi dan Sink-
ronisasi Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak Rp 25.448.600,00
Kewenangan Kabupat-
en/Kota
Penguatan dan Koordinasi dan Sink-
pengembangan Lem- ronisasi Pelaksanaan
baga Penyedia Layanan | Pendampingan Pening-
Peningkatan Kualitas katan Kualitas Hidup Rp 36.087.600,00
Hidup Anak Anak Tingkat Daerah Ka-
Kewenangan Kabupat- | bupaten/Kota
en/Kota Pengembangan Komu-
nikasi, Informasi dan
Edukasi Pemenuhan Hak
Anak bagi Lembaga Rp  284.570.100,00

Penyedia Layanan Pen-
ingkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Ka-
bupaten/Kota
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Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Rp 177.352.200,00
Tingkat Daerah Kabupat-
en/Kota
PROGRAM Pengumpulan., I.Den- Penyediaan Data Gender
PENGELOLAAN golaha”n, Analisis dan dan Anak di Kewenangan | Rp 59.535.800,00
SISTEM DATA penyajian Data gender Kabupaten/Kota
GENDER DAN dan Anak Dalam
ANAK Kelembagaan data di Penyajian dan  Pem-
Tingkat Daerah Kabu- anfaatan Data Gender
paten/Kota dan Anak dalam Kelem-. Rp 63.859.900,00
bagaan Data di
Kewenangan Kabupat-
en/Kota
Indeks Pem- 73,39 Belum PROGRAM Pelembagaan
berdayaan Gender Rilis dari PENGARUSUTAM | Pengarusutamaan Advokasi Kebijakan dan
(IDG) BPS AAN GENDER Gender (PUG) pada Pendampingan Pelaksa-
DAN Lembaga Pemerintah naan PUG termasuk Rp >1.207.000,00
PEMBERDAYAAN | Kewenangan Kabupat- | PPRG
PEREMPUAN en/Kota
Pemberdayaan Per-
empuan Bld.ang Politik, Sosialisasi Peningkatan
Hukum, Sosial, dan Partisipasi Perempuan di
Ekonomi pada Organ- Rp 30.055.300,00

isasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupat-
en/Kota

Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

LKGIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin Tahun 2022 55




Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan kepada
Lembaga Penyedia

Kekerasan Yang Me-
merlukan Koordinasi

Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Layanan Pemberdayaan Rp 34.973.100,00
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Lem- Sumber Daya Lembaga
baga Penyedia Layanan | Penyedia Layanan Pem- Rp 141.852.100,00
Pemberdayaan Per- berdayaan Perempuan
empuan Kewenangan Kewenangan Kabupat-
Kabupaten/Kota en/Kota
Pengembangan Komu-
nikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Pem- Rp 61.727.780,00
berdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupat-
en/Kota
Rasio Kekerasaan 0,030 0.033 90,91 | PROGRAM Pencegahan Kekerasan | Koordinasi dan Sink-
Terhadap Per- PERLINDUNGAN | Terhadap Perempuan ronisasi Pelaksanaan Ke-
empuan dan Anak PEREMPUAN Lingkup Daerah Kabu- bijakan, Program dan
paten/Kota Kegiatan Pencegahan Rp 56.664.500,00
Kekerasan terhadap Per-
empuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Pengaduan Masyarakat
Perempuan Korban bagi Perempuan Korban Rp 93.480.000,00
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Kewenangan Kabupat-
en/Kota

Koordinasi dan Sink-
ronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Ru-

yang Memerlukan Per-
lindungan Khusus
Kewenangan Kabupat-

jukan Lanjutan bagi Per- Rp 113.790.700,00
empuan Korban Kekera-
san Kewenangan Kabu-
paten/Kota
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas
Pengembangan Lem- Sumber Daya Lembaga
baga Penyedia layanan | Penyedia Layanan Pe-
Perlindungan Per- nanganan bagi Per- Rp 19.644.800,00
empuan Tingkat daerah | empuan Korban Kekera-
Kabupaten/Kota san Kewenangan Kabu-
paten/Kota
PROGRAM Pencegahan Kekerasan | Koordinasi dan Sink-
PERLINDUNGAN | Terhadap Anak Yang ronisasi Pencegahan
KHUSUS ANAK Melibatkan Para Pihak | Kekerasan terhadap Rp 87.148.300,00
Lingkup daerah Kabu- Anak Kewenangan Kabu-
paten/Kota paten/Kota
Penyediaan Layanan Penyediaan Layanan
Bagi Anak Yang Me- Pengaduan Masyarakat
mellukan Perlindungan | bagi Anak yang Memer-
Khusus Yang Memer- lukan Perlindungan Khu- Rp 12.298.500,00
lukan Koordinasi Ting- sus Tingkat Daerah Ka-
kat Daerah Kabupat- bupaten/Kota
en/Kota Koordinasi dan Sink-
ronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak Rp  163.797.000,00
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en/Kota

Penguatan dan
Pengembangan Lem-
baga Penyedia Layanan
Bagi Anak Yang Memer-
lukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sink-
ronisasi Peningkatan Ka-
pasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Me-
merlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Rp

87.239.100,00

Koordinasi dan Sink-
ronisasi Penguatan Jejar-
ing antar Lembaga
Penyedia Layanan Anak
yang Memerlukan Per-
lindungan Khusus Ting-
kat Daerah Kabupat-
en/Kota

Rp

15.022.000,00
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3.1.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
dan Tahun 2022
Tabel 3.4
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2021 DAN

TAHUN 2022
Perbandingan Realisasi Kinerja
SASARAN INDIKATOR
2020 2021 2022
STRATEGIS KINERJA UTAMA
TARGET REALISASI TARGET REALISASI | TARGET | REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
RENSTRA REVISI TAHUN 2018-2023
Meningkatkan Indeks Pem-
Kesetaraan Gen- | bangunan Gen- 84,73 84,09 84,92 84,15 85,11 84,37
der, Pemenuhan | der (IPG)
Hak Anak Dan Indeks Pem- Belum Ri-
Kualitas Perlin- berdayaan Gen- 73,25 64,97 73,32 73,19 73,39 lis dari
dungan Per- der (IDG) BPS
empuan dan Rasio
Anak Kekerasaan Ter-
0.032 0.022 0.031 0.023 0,030 0,033
hadap Perempu-
an dan Anak
> INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)
Pada Tahun 2020 dan 2021 IPG Kabupaten Tapin sedikit menurun jika dibandingkan tahun
2019, Capaian IPG Tahun 2020 sebesar 84,08 dan menaik sedikit pada tahun 2021 menjadi
84,15. Penurunan Angka IPG di tahun 2020 dan 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2019
sebesar 84,44 ini disebabkan karena pertumbuhan pada angka IPM laki-laki lebih besar
dibandingkan peningkatan IPM perempuan, sehingga menyebabkan memperbesar gap
perbedaan antara keduanya.
Capaian IPG Tahun 2022, sebesar 84,37, meningkat dari Tahun 2021 dari 84,15 menjadi
84,37.
IPG dapat bernilai di bawah dan di atas 100. Semakin mendekati angka 100, maka semakin
kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki. IPG bernilai 100
bermakna bahwa capaian IPM perempuan sama besarnya dengan IPM laki-laki. IPG juga
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dapat bernilai lebih dari 100, apabila capaian IPM perempuan di atas laki-laki. Sebaliknya
jika kurang dari 100, IPM Perempuan berada di bawah IPM laki-laki.

> INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Tapin mengalami penurunan dari Tahun
2019 dan 2020 sebesar 73,11 menjadi 65,16 di Tahun 2019 dan 64,97 di tahun 2020.
Penurunan angka IDG ini tidak terlepas dari penurunan dari komponen penyusunannya,
terutama partisipasi perempuan sebagai anggota DPRD.
Padahal keterwakilan perempuan dalam DPRD memberikan keseimbangan dalam mewarnai
perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan
yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.
Jumlah Parlemen Perempuan yang duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tapin pada
saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2019-2023, mengalami penurunan,
yang sebelumnya ada 4 orang anggota Parlemen perempuan, menjadi 2 orang saja.
Pada Tahun 2021, Capaian IDG mengalami kenaikan menjadi 73,19, karena pada saat
mendekati akhir tahun 2021, ada pergantian antar waktu (dikarenakan salah satu anggota
DPRD meninggal) sehingga di gantikan oleh anggota parlemen perempuan sebanyak 1
orang , sehingga berjumlah 3 orang. Karena bertambahnya anggota Parlemen perempuan,
menjadi 3 orang ini, membuat nilai capaian IDG meningkat.
Pada tahun 2022, nilai capaian IDG Belum rilis dari BPS, sehingga masih Belum diketahui
capaian nya, sehingga Belum ada analisis untuk indikator tersebut.

» RASIO KEKERASAAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Dari Capaian indikator diatas, menunjukkan bahwa Rasio Kekerasaan Terhadap Perempuan
dan Anak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 meningkat, terlihat dari capaian angkanya
semakin besar dari target capaian, artinya tren untuk Rasio Kekerasaan terhadap
Perempuan dan Anak berbanding terbalik. Semakin besar angka Capaian maka Kasus
Meningkat. Dan sebaliknya, apabila semakin kecil angka capaian, maka kasus menurun. Hal
ini bukan berarti dengan banyak kasus kekerasaan, kinerja Dinas Perberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak kurang baik, tapi karena Masifnya Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan melaksanakan sosialisasi pencegahan Kekerasaan terhdap perempuan ke
masyarakat dan menyediakan HOTLINE Pengaduan sehingga masyarakat semakin berani
untuk melaporkan hal-hal yang berbau kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik
pelaporan kepada Unit Pelayanan PPA di DP3A maupun kepada unitpelayanan PPA di Polres
Tapin.
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Para aparatur desa dan kelurahan diharapkan dapat berperan serta dalam mensosial-
isasikan dan melakukan kegiatan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan
dan anak di wilayah desa/kelurahannya masing-masing, agar kasus-kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak bisa diminimalisir

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
(Renstra)
Tabel 3.5
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA

MENENGAH
Perbandingan Realisasi Kinerja
TARGET 2022
INDIKATOR
SASARAN JANGKA
KINERJA
MENENGAH TARGET REALISASI
(2022)
1 2 3 4 5
Indeks Pem-
Meningkatkan
bangunan Gender 85,11 85,11 84,37
Kesetaraan
(IPG)
Gender,
Indeks Pem-
Pemenuhan Data Belum
berdayaan Gen- 73,39 73,39
Hak Anak Dan Rilis Dari BPS
der (IDG)
Perlindungan
Rasio Kekerasaan
Perempuan Dan
Terhadap Per- 0,030 0,030 0.033
Anak
empuan dan Anak

»  Untuk Capaian IPG Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target Renstra, Persentase
Capaian nya sama dengan Persentase capaian IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak yaitu sebesar 99,13 %.

» Untuk Capaian IDG Tahun 2022, belum bisa dihitung realisasinya berhubung datanya
belum rilis dari BPS, sehingga belum bisa dibandingkan dengan target jangka

menengah.
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» Untuk Capaian Rasio Kekerasaan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2022

sebesar 0,033 bila dibandingkan dengan target Jangka menengah sebesar 0,030,

maka

tren nya meningkat sebesar 0,003 hal ini dapat terlihat capaian Rasio

Kekerasaan terhadap perempuan dan Anak Belum bisa mencapai 100% dari target

akhir jangka menengah,dan baru bisa tercapai sebesar 90,91%. Semoga di tahun

2023, Capaian Rasio Kekerasaan terhadap perempuan dan Anak bisa mencapat

target jangka menengah.

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta Alternatif Solusi yang

telah dilakukan.

Berbagai Pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempu-

an dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan

dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komit-

men, dukungan dan keterlibatan semua komponen DP3A Kabupaten Tapin. Pro-

gram-program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-

dungan Anak Tahun 2022 yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian indi-

kator kinerja utama adalah sebagai berikut:

a.

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN dan PROGRAM KUALITAS KELUARGA.

Tingkat keberhasilan dari PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA adalah bahwa program ini telah melaksanakan kegiatan dalam
rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga melalui
peningkatan sumberdaya manusia dan pelatihan keterampilan serta pening-
katan ekonomi keluarga. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan dalam
rangka peningkatan Kualitas Peran Wanita (PSW), Organisasi Masyarakat/LSM
pemerhati perempuan dan dunia usaha dan masyarakat, melaksanakan PUG
terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik ,lingkungan dan sosial budaya.

Serta mengembangkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan
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keluarga serta masyarakat melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dan
Pelatihan dan pengembangan Usaha Rumahan Perempuan.
Keberhasilan yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak pada Tahun 2022 adalah
- Lomba Peningkatan Kualitas Keluarga memperoleh Juara Kategori Utama
Tingkat Provinsi Kal-Sel.
- Inovasi Daerah “Upaya Pencengahan Perkawinan Anak “ memperoleh
Juara lll Tingkat Kabupaten Tapin.

Manfaat Program Pengarusutamaan Gnder dan Pemberdayaan Perempuan

adalah Meningkatkan Kualitas Hldup, Peran dan Kedudukan perempuan di

berbagai bidang kehidupan terutama bidang pendidikan, kesehatan , ekonomi

dan politik dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Program

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan

Kualitas Keluarga adalah

- Tingkat Pemahaman masyarakat terkait dengan keadilan dan kesetaraan
gender masih kurang.

- Dalam Pengembangan ekonomi lokal kurang permodalan untuk mengem-
bangkan kearifan lokal.

- Belum Optimalnya Tugas Pokja PUG dan Focal Point SKPD dalam
melaksanakan PUG.

- Masih banyak SDM aparatur yang Belum memahami penggunaan alat Ana-
lisis Gender ( GAP, GBS, TOT/KAK)

- Terdapat budaya patriarki pada masyarakat.

- Di bidang Politik, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di Lembaga Leg-
islatif, namun hasil pemilu keterwakilan perempuan masih rendah, dengan
adanya program ini .

- Sulit untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya perkawinan anak karena
berbagai faktor SoSial, agama, lingkungan dll.

- Pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga masih kurang.

Solusi yang dilakukan:

- Peningkatan Kesadaran terhadap keadilan dan kesetaraan gender dalam

pembangunan melalui kegiatan sosialisasi
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- Penguatan Komitmen dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan PUG dalam
pembangunan.

- Penguatan Kelembagaan PUG berjenjang dari Kabupaten sampai desa.

- Penyediaan Instrumen pendukung analisis gender (data terpilah gender) di
semua sector pembangunan.

- Lebih gencar melaksanakan sosialisasi KKG dibidang politik dari tingkat kabu-
paten sampai desa.

- Penguatan Komitmen dalam pelaksanaan gerakan pencengahan perkawinan
anak.

- Penguatan kelembagaan pencengahan perkawinan anak.

b. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan program

Pemenuhan Hak Anak adalah:

- Komitmen Kabupaten/Kota terhadap Pencapaian kabupaten/kota layak
anak masih kurang, hal ini dapat dilihat dari masih minimnya pengang-
garan yang dipergunakan untuk mendukung program/kegiatan yang
berkaitan dengan Kabupaten/Kota Layak Anak khususnya Dlnas Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Belum Optimalnya anggaran dari masing-masing SKPD/Gugus Tugas un-
tuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mendukung Kabupaten Layak Anak.

- Masih ada tumpang tindih kebijakan dan kepentingan sehingga me-
nyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan upaya yang mendukung Ka-
bupaten Layak Anak.

Berdasarkan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak Kabupaten Tapin Tahun

2022 mendapatkan nilai 580,3. poin ini kemudian lolos dalam verifikasi oleh

Kementerian PPA. Sehingga Kabupaten Tapin bisa memperoleh penghargaan

KLA dengan Kategori Pratama.

Untuk meningkatkan pencapaian Kabupaten Layak Anak dengan Kategori

lebih tinggi maka perlu pemenuhan terhadap faktor2 pendukung per klaster

dibawah ini:
o Klaster Kelembagaan.
1. Perda KLA.
2. Belum terbentuknya APSAI.
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o Klaster Hak Sipil dan Kebebasan.
1. Belum adanya program Internet Aman di tempat umum.
2. Belum adanya Forum Anak tingkat Kelurahan dan Desa.
3. Belum maksimalnya program forum anak Kabupaten, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa.
4. Belum maksimalnya keikutsertaan forum anak dalam pengambilan
keputusan
(Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Kecamatan dan Musren-
bang Desa).
5. Belum maksimalnya peran Forum Anak di setiap klaster.
e Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
1. Tingginya jumlah Pernikahan Anak.
2. Belum adanya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang ter-
standarisasi.
3. Belum adanya PKA (Pusat Kreatifitas Anak).
4. Belum adanya pojok bermain di kantor-kantor instansi pemerinta-
han.
e Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Bu-
daya.
1. Belum adanya Paud Holistik Integratif (HI).
2. Belum terpenuhinya indikator Sekolah Ramah Anak (SRA) dan
Puskesmas Ramah Anak (PRA).
3. Belum adanya Zona Selamat ke dan dari Sekolah (ZOSS).
o Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
1. Belum adanya Ruang Laktasi di perkantoran, sarana rekreasi dan di
tempat-tempat publik lainya.
2. Belum adanya tanda peringatan kawasan bebas asap rokok di tem-
pat bermain anak.
3. Belum terpenuhinya indikator Puskesmas Ramah Anak (PRA).
4. Belum adanya tempat pegolahan limbah yang aman.
e Klaster Perlindungan Khusus

1. Belum terbentuknya Peraturan tentang pekerja anak.
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2. Belum adanya fasilitas yang ramah terhadap anak penyandang dis-

abilitas.

Solusi:

- Advokasi dan Fasilitasi terhadap Kabupaten/kota terkait Kabupaten /
Kota layak anak.

- Pengoptimalan pengalokasian anggaran di Tiap SKPD/gugus tugas yang
mempunyai kegiatan untuk mendukung Kabupaten Layak Anak.

- Peningkatan Peran Stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah
terkait dalam mendukung tercapainya kabupaten/kota.

- Perlu adanya rapat lanjutan untuk membahas segala bentuk kebijakan
dan kepentingan dalam mendukung Kabupaten Layak Anak.

c. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PROGRAM PERLINDUNGAN

KHUSUS ANAK DAN PROGRAM DATA SISTEM GENDER.

Faktor- Faktor Keberhasilan dan Kegagalan/Kendala serta solusi yang dil-

akukan dalam mencapai tujuan.

Program Perlindungan Perempuan dipersiapkan bagi perempuan korban

kekerasaan dalam rangka reintegrasi sosial yakni proses persiapan agar

mereka dapat kembali dan diterima oleh masyarakat sehingga tidak men-

imbulkan beban bagi masyarakat di lingkungannya.

Adapun kegiatan yg dilaksanakan:

- Penguatan Kelembagaan PUSPA

agar semua elemen seperti Organisasi keagamaan, Organisasi kemasyara-

katan, perguruan tinggi (akademisi), Lembaga profesi, dunia usaha, dan

media massa yang tergabung dalam forum puspa dapat memahami dan

mengerti esensi pembentukan forum puspa, sehingga mereka dapat

memberikan sumbangsih berupa pikiran, saran perbaikan, maupun pro-

gram dan kegiatan yang bermanfaat bagi penuntasan pelaksanaan Three

Ands di Kabupaten Tapin

Permasalahan:

Forum puspa sejak ditetapkan dengan keputusan bupati tapin Nomor

188.45/199/KUM/2020 tanggal 3 Juli 2020 tantang forum komunikasi dae-

rah partisipasi public kesejahteraan perempuan dan anak kabupaten ta-

pin, tidak berjalan dan tidak ada kegiatan, karena beberapa hal:
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- Tidak ada pembinaan dan sosialisasi kegiatan puspa yang dilakukan oleh
KPPA maupun DPPPA Provinsi Kalimantan selatan, sehingga para pengurus
Forum Puspa belum memahami tupoksi, maupun belum menyusun pro-
gram-program kegiatan forum
Solusi :

- DP3A Kab. Tapin melakukan Sosialisasi tugas dan fungsi Organisasi Forum
Puspa kepada semua anggota forum Puspa Kabupaten Tapin, agar mereka
dapat memahami tupoksi forum, selebihnya diharapkan pengurus forum
dapat menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun-
tahun yang akan datang

e Bimtek Pelayanan dan Penanganan Pengaduan oleh Perempuan Korban

Kekerasaan.

Agar SDM Layanan penanganan bagi korban kekerasan diKabupaten Tapin

dalam hal ini ASN dan PTT di lingkungan DP3A Kab. Tapin mempunyai Penge-

tahuan, Keterampilan, dan Kualifikasi sebagai aparatur yang memberikan
layanan penanganan bagi korban Kekerasan

Permasalahan:

1. UPTD PPA DP3A Kab. Tapin masih belum ada personelnya, baik kepala
pelaksana dan pejabat fungsional yang ada di bawahnya. Sehingga fungsi
pelayanan menjadi belum optimal dalam pelaksanaannya

2. Personel yang ada di DP3A tapin juga belum mempunyai kualifikasi dan
pengetahuan yang memadai tentang pelayanan public yang baik

Solusi;

1. Pada bulan Agustus, Kepala UPTD telah dilantik,,

2. Untuk memberikan kualifikasi SDM pelayanan yang memadai ialah dengan
mengadakan BIMTEK PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
OLEH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN BAGI ASN DAN PTT
DILINGKUNGAN DP3A KABUPATEN TAPIN ini.

Program Perlindungan Khusus Anak dipersiapkan bagi anak korban

kekerasaan dalam rangka reintegrasi sosial.

kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Ling-

kup Daerah Kabupaten/Kota
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Agar terlaksananya konsolidasi dan penguatan sumber daya layanan pe-
nanganan bagi Anak korban kekerasan di kabupaten tapin, khususnya
satgas PPA Kabupaten Tapin

- Semua peserta dapat mengerti tugas dan fungsi satgas PPA sesuai bi-
dang masing-masing yang tersebut dalam keputusun Bupati Tapin no-
mor 188.45/196/KUM/2021 tanggal 27 September 2021 tentang pe-
nanganan masalah perempuan masalah perempuan dan anak Kabupat-
en Tapin

- Para aparatur desa dan kelurahan diharapkan dapat berperan serta da-
lam mensosialisasikan dan melakukan kegiatan pencegahan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah desa/kelurahannya
masing-masing, agar kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak bisa diminimalisir

Permasalahan:

Satgas PPA yang dibentuk tahun 2020 telah direvisi kembali dengan kepu-

tusan Bupati Tapin Nomor 188.45/196/KUM/2021 tanggal 27 september

2021 tentang penanganan masalah perempuan dan anak kabupaten tapin

tidak ada kegiatan yang berarti, karena beberapa hal:

Kesibukan masing-masing anggota satgas dalam tugas kedinasan pada

SKPD/unit kerja/instansi masing-masing

Tak adanya anggaran biaya honorarium anggota satgas PPA kabupaten

Tapin, ini sangat menghambat kinerja anggota satgas itu sendiri, karana

satgas terdiri dari berbagai latar belakang, dari kepolisian, kejaksaan, dan

SKPD di luar DP3A Kabupaten Tapin

Solusi:

- DP3A Kab. Tapin Cq. Bidang PPADI lebih mengintensifkan koordinasi
lintas sector pada semua SKPD/ unit kerja terkait dalam pelaksanaan
tugas-tugas Satgas PPA Kabupaten tapin.

- Dalam penanganan kasus-kasus dan korban kekerasan, terkait tidak
adanya honorarium Anggota satgas PPA Kabupaten Tapin, maka Bidang
PPADI DP3A Kabupeten Tapin mengusulkan kepada Kepala Dinas agar

memberikan biaya perjalanan Dinas bagi para Anggota Satgas Kab. Ta-
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pin yang ikut melaksakan penanganan kasus baik dalam daerah mau-
pun luar daerah.
Dalam sub kegiatan ini, dilaksanakan Asistensi/Pendampingan dan ad-
vokasi tindakan hukum dan layanan kesehatan rujukan
Dalam Sub Kegiatan, ada 2 item kegiatan yang dilaksanakan:
a. Bimtek Penanganan Pengaduan Korban Kekerasaan terhadap Anak

Tujuan:

1. Diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk
pemenuhan hak anak dan perlindungan anak terutama 5 (lima)
hak dasar yaitu: hak mendapatkan taraf hidup dan fasilitas yang
layak, hak memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang,
hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi dan hak untuk hidup sehat

2. Menunbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap
tumbuh kembang anak di lingkungannya

3. Mensosialisasikan kelembagaan perlindungan anak terpadu ber-
basis masyarakat serta dalam penanganan pengaduan korban
kekerasan terhadap anak

Permasalahan:
Perlindungan anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan
hal yang baru di masyarakat sehingga keberadaanya kurang begitu
dikenal di masyarakat
Solusi:
Perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang PATBM serta
mengenalkan dan memberikan penjelasan tentang pentingnya
keberadaan PATBM
b. Asistensi Pendampingan dan Advokasi Layanan Kesehatan Rujukan ter-

hadap Anak Korban Kekerasan

Tujuan:

Korban yang mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan

Kesehatan Rujukan akibat Tindak kekerasan.
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- Tercapainya pendampingan sehingga korban mendapatkan pelayanan
kesehatan sebaik mungkin untuk pengobatan dan masa pemulihan
pasca terjadinya kekerasan.

Permasalahan

- Tidak tersedianya SDM (Psikolog) di Kabupaten Tapin sehingga ketika
korban memerlukan konseling dan terapi harus dirujuk ke daerah lain
yang memiliki Psikolog.

- Unit PPA belum memiliki MUO dengan RSUD Datu Sanggul sehingga
sedikit memperlambat proses layanan kesehatan bagi korban.

Solusi:

- Mengusulkan tenaga psikolog terutama psikolog khusus anak sehingga

tidak perlu rujukan lagi keluar daerah.

- Adanya MUO P2TP2A dan RSUD Datu Sanggul untuk mempermudah
semua layanan kesehatan yang diperlukan.

Program Sistem Data Gender

Data Terpilah Gender ini disusun untuk mencapai tujuan Sebagai berikut:

- Tersedianya data dasar terpilah berdasarkan jenis kelamin yang meng-
gambarkan komposisi penduduk dan sebaran penduduk.

- Tersedianya data terpilah gender di bidang kesehatan, pendidikan,
ekonomi dan ketenagakerjaan, hukum dan sisoal budaya serta peran
perempuan di sector public, masalah-masalah dalam Perlindungan Per-
empuan dan Anak.

- Tersedianya hasil analisis tentang capaian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak. Hal ini dilihat berdasarkan indikator pem-
berdayaan gender, meliputi partisipasi perempuan dan laki-laki sector
public, meliputi bidang pemerintahan, posisi di parlemen dan dalam
distribusi pendapatan.

Permasalahan/Kendala:

- Masih ada data yang dikumpulkan di SKPD/Lembaga masyarakat yang
tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin dan umur.

- Masih kurangnya pemahaman dari SKPD/lembaga lembaga masyarakat
tentang pentingnya data terpilah sebagai dasar dalam proses

perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan
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- Masih kurangnya kemampuan petugas dalam analisi data
- Belum adanya petunjuk teknis penyusunan buku profil data terpilah
gender dan anak
Solusi
- Advokasi kepada Bupati Tapin terkait penyusunan Peraturan Bupati
tentang penyusunan Profil Data Terpilah gender dan Anak Kabupaten
Tapin
- Melaksanakan dan meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya data
yang terpilah
- Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan permpuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pemberdayaan
perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Manfaat data terpilah gender sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan

pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3. ANALISIS SUMBER DAYA:
a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profes-
sional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola sua-
tu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan
hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi
akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Tapin , Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh
sejumlah personil atau pegawai yang mengemban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi sampai dengan Tahun 2022, Jumlah Aparatur Sipil Nega-
ra (ASN) sebanyak 15 (lima belas) orang dengan dukungan tenaga kerja

Non ASN sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
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Berdasarkan komposisi dan Jumlah Personil Lingkup Dinas Pemberdayaan Per-

empuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022, tergambarkan sebagai berikut:

Tabel 6.1
Komposisi dan Jumlah Personil
NO. URAIAN JUMLAH %
1. | PEGAWAI NEGERI SIPIL/ ASN 15 41,67
2. | Administrasi 17 47,22
3. | Pramubakti 2 5,56
4. | Pengamanan Kantor/Satpam 2 5,56
JUMLAH 36 100

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A, 2022

Komposisi Jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang, sampai Tahun 2022 ter-

data sebagai berikut:
Tabel 6.2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

GOLONGAN
NO. JABATAN JUMLAH
| ] [} v
1. | Kepala Dinas 1 1
2. | Sekretaris 1 1
3. | Kepala bidang 1 2 3
4. | Kepala Seksi/Subbag 8 8
5. | Staf/Pelaksana 2 2
JUMLAH 0 0 11 4 15
% terhadap Jumlah Pegawai 0 0 73,33 26,66 100

Sumbe Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A, 2022

Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan sampai tahun 2022

adalah sebagai berikut:
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Tabel 6.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Terakhir

KUALIFIKASI PENDIDIKAN
NO. JABATAN JUMLAH
S2 S1 SLTA SLTP
1. | Kepala Dinas 1 1
2. | Sekretaris 1 1
3. | Kepala bidang 2 1 3
4. | Kepala
2 6 8
Seksi/Subbag/Jafung
5. | Fungsional Pelaksana 2 2
6. | Administrasi 2 15 17
7. | Pramubakti 1 1 2
8. | Pengamanan/Satpam 1 1 2
JUMLAH 7 26 1 2 36
% terhadap Jumlah Pegawai | 19.44 72,22 2,78 5,56 100

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3A , 2022

3.1.7.

Anggaran

Indikator ini didukung dengan anggaran sebesar 9.217.682.107,00,- dan
terserap sebesar 7.763.646.287,00,-- (84,23) terdapat efisiensi dalam se-
rapannya sebesar Rp.1.454.035.820,- atau 15,77% ini menunjukkan bah-
wa Akuntabilitas Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlin-
dungan Anak Kabupaten Tapin telah cukup baik ditunjukkan dari efisiensi
penggunaan anggaran pelaksa- naan berbagai program dan kegiatan ter-
sebut.
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja.
Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor
baik berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap tercapainya
target kinerja. Penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tujuan/sasaran

dikelompokkan menjadi dua yaitu yang disebabkan oleh :
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TUJUAN/SASARAN/

NO INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
PROGRAM/KEGIATAN
Meningkatkan
1 g::::?,:,a::f::: ::\’ak Indeks Pemberdayaan 73.39 Belurn rilis
. Gender (IDG) dari BPS
Dan Perlindungan Per-
empuan Dan Anak
Prosentase anggaran
yang respon;rswe gender 20 % 8,33 4165
pada belanja langsung
APBD
Program Pengarusuta- Prosentase keterlibatan
1.1 maan Gender Dan Pem- .
perempuan di parle- 30% 16% 53,33
berdayaan Perempuan
men
Prosentase pelaku
usaha rumahan per- 20% 83,77% 100
empuan
1.1.1 Kegiatan :
Sosialisasi Peningkatan Jumlah pelaku usaha
Partisipasi Perempuan di | rumahan perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Kabupaten Tapin
Sosial dan Ekonomi
(Pelatihan Usaha Ru- 225 754 100,00
mahan Perempuan, -
Pelatihan KKG dibidang
Politik dan Dunia Usaha)
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perempuan
Pendampingan Kepada yang terampil dalam
Lembaga Penyedia usaha rumahan
Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan 120 55 100,00
Kabupaten/Kota
(Pemetaan dan Pengem-
bangan Usaha Rumahan
Perempuan)
Pengembangan Komu- Jumlah hasil karya per-
nikasi Informasi dan empuan di Kecamatan
Edukasi (KIE) Pem- yang disertakan dalam
berdayaan Perempuan pameran 12 12 100,00
Kewenagan Kabupat-
en/Kota (Pameran Hasil
Karya Perempuan)
Advokasi Kebijakan dan Jumlah SDM SKPD yang
Pendampingan Pelaksaan | terampil PPRG 45 38 84,44,00
PUG termasuk PPRG
Peningkatan Kapasitas Jumlah Lem-
Sumber Daya Lembaga baga/Pengurus organ-
Penyedia Layanan Pem- isasi/
berdayaan Perempuan Gerakan/Kelompok 185 186 100,00

Kewenangan Kabupat-
en/Kota (Peningkatan
Kapasitas Pengurus Or-

perempuan/masyarakat
yan meningkat penge-
tahuannnya tentang
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ganisasi /Gerakan Ke-
lompok Perempuan, -
Pelatihan Usaha Ru-
mahan Perempuan)

KKG

Meningkatkan
Kesetaraan Gender,

Indeks Pembangunan

1 Pemenuhan Hak Anak 85,11 84,37 99,13
. Gender (IPG)
Dan Perlindungan Per-
empuan Dan Anak
Prosentase keluarga
PROGRAM yang dibina gk Tk 152,00
2.2 PENINGKATAN Prosentase perkawinan
KUALITAS KELUARGA Usia anak di Kabupaten 8,74 % 3,07%
. 284,69
Tapin
2.2.2 Kegiatan :
Pelaksanaan Komunikasi | Jumlah Keluarga yang
Informasi dan Edukasi KG | mendapat layanan Pus-
dan Perlindungan Anak paga
Bagi Keluarga
Kewenangan Kabupat-
en/Kota (Gerakan Pen-
cengahan Perkawinan 500 252 50,4
Anak dalam rangka
Penurunan Angka Stunt-
ing, -
Pengembangan dan Pe-
natalaksanaan
PUSPAGA)
Peningkatan Kapasitas Jumlah keluarga yang
Sumber Daya Lembaga dibina di desa model
Penyedia Layanan Pen- peningkatan kualitas
ingkatan Kualitas Keluar- | keluarga
ga Tingkat Daera.h Kabu- 50 50 100,00
paten/Kota (Kegiatan
Pembentukan dan Pe-
natalaksanaan Puspaga
dan Peningkatan Kuali-
tas Keluarga)
Pengembangan Kegiatan | Jumlah Organisasi / Ke-
Masyarakat untuk Pen- lompok perempuan
ingkatan Kualitas Keluar- | yang Aktif dalam . S 100,00
ga Kewenangan Kabu- Peringatan Hari Kartini
paten/Kota (Peringatan Jumlah Organisasi / Ke-
Hari Kartini, - Peringatan lompok perempuan
Hari IBU) yang Aktif dalam 50 50 100,00
Peringatan Hari lbu
Advokasi Kebijakan dan Jumlah peserta yang
Pendampingan untuk mengikuti kegiatan
Mewujudkan KG dan Per- | gerakan pencegahan 1800 888 49,33
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en/Kota (Gerakan Pen-
cengahan Perkawinan
Anak)

Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan

Jumlah Anggota Forum
Anak Daerah yg ber-
partisipasi aktif dalam

Kualitas Hidup Anak Temu Forum/Jambore 24 40 166,67
Tingkat Daerah Kabupat- | Anak Provinsi dan Ka-
en/Kota (- Seleksi Forum | bupaten
Anak ,- Pembinaan dan Jumlah Gugus Tugas
Pe'mbekz'alan' Forum Anak, | KLA yang Aktif (.ialam 30 30 100,00
-Sinkronisasi Gugus Tu- Pencapaian Indikator
gas KLA) KLA
Jumlah Pembinaan dan
Pembekalan Forum 12 12 100,00
Anak
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Tenaga
Pendampingan Pemenu- | Kesehatan yang berk-
han Hak Anak Pada Lem- | ompeten untuk men- 60 60 100,00
baga Pemerintah, Non dukung (KLA)
Pemerintah, Media dan Jumlah Puskesmas
Dunia Usaha Ramah Anak yang 1 0 0,00

Kewenangan Kabupat-

dikembangkan
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en/Kota (Advokasidan
Edukasi Puskesmas

Jumlah Peserta yang
memahami Sosialisasi

140 140 100,00
Ramah Anak PRA, Posyandu Ramah Anak
Asistensi Pengembangan
Kecamatan Layak Anak, Jumlah Kecamatan Lay-
Sosialisasi Posyandu ak Anak Yang dikem- 1 1 100,00
Ramah Anak) bangkan
Koordinasi dan Sink- Jumlah Peserta yang
ronisasi Pelembagaan memahami Sekolah
Pemenuhan Hak Anak Ramah Anak 60 60 100,00
Kewenangan Kabupaten
Kota (Kajitiru Pola Asuh
Anak dan Remaja)
Pengembangan Komu- Jumlah Tenaga Pendidik
nikasi Informasi dan yang berkompeten un-
Edukasi P'emenuhan Hak | tuk mendukung 65 65 100,00
Anak Bagi Lembaga Sekolah Ramah Anak
Penyedia Layanan Pen- (SRA)
ingkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Ka- | Jumlah Sekolah Ramah
bup'aten/Kota (Hari Anak A.nak (SRA) yang 26 26 100,00
Nasional, -Penyuluhan dikembangkan
Pola Asuh Anak dan
Remaja, -Sosialisasi Fo- Jumlah RBRA yang
rum Pendidikan, dikembangkan
Pengasuhan, Budaya dan
Sekolah Ramah Anak ,- 1 0 0,00
Sosialisasi Ruang Ber-
main Ramah Anak (RBRA)
Koordinasi dan Sink- Jumlah Peserta
ronisasi Pfelaksanaa!ﬂ Penyuluhan Pola As.uh 300 300 100,00
Pendampingan Pening- yang Paham Edukasi
katan Kualitas Hidup Pola Asuh Anak
Anak Tingkat Daerah Ka- | Jumlah Peserta yang
bupaten/Kota (Gebyar mengikuti Peringatan 2400 2.400 100,00
Ramadhan Anak Sekolah) | Hari Anak Nasional
Jumlah Peserta yang
mengikuti Gebyar Ram- 160 160 100,00
adhan Anak
Meningkatkan
Kesetaraan Gender, S EE R
1 Pemenuhan Hak Anak 85,11 84,37 99,13
. Gender (IPG)
Dan Perlindungan Per-
empuan Dan Anak
Prosentase SKPD yang
juifeldlit s Qaetgg'lg: rr;)?II;inGBeunk: er
5.5 Plls)l\ll\c'li'iLglLE:ADg:EXENM dan Anak sebagai salah 87 % 87,04% 108,80
ANAK satu bahan dalam
Penyusunan Anggaran
dan PPRG SKPD.
5.5.5 Kegiatan :
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Penyediaan Data Gender
dan Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota (Pem-

Prosentase form Data

buatan Evaluasi Data Terpilah Gender dan 81 Form
Gender dan Anak Anak yang dapat ter- Jenis Data 81,8 100,00
,Pencatatan dan penuhi sesuai petunjuk (81,8%)
Pelaporan Perlindungan teknis
Perempuan dan Perlin-
dungan Khusus Anak )
Penyajian dan Pemanfaa- | Prosentase Peserta
tan Data Gender dan yang mengikuti Sosial-
Anak dalam Kelem- isasi dan Workshop Up
bagaan Data Dating data Terpilah
Kewenangan Kabupat- Gender dan Anak Ka-
. 42 Orang
en/Kota (Pengem- bupaten Tapin. 49 100,00
. (100%)
bangan dan Evaluasi Data
Gender, Sosialisasi dan
Workshop Up Dating Da-
ta Kekerasaan Perempu-
an dan Anak)
Meningkatkan
Kesetaraan Gender, Rasio Kekerasan Ter-
1 Pemenuhan Hak Anak hadap Perempuan dan 0,030 0,033 90,91
Dan Perlindungan Per- Anak
empuan Dan Anak
PROGRAM Rasio Kekerasan Ter-

3.3 PERLINDUNGAN hadap Perempuan, 0,15 0,062 100.00
PEREMPUAN termasuk TPPO !
PROGRAM Rasio Kekerasan ter-

4.4 PERLINDUNGAN EEER 0,5 0,030 100.00
KHUSUS ANAK !

444 Kegiatan :
Koordinasi dan Sing- Jumlah SDM yang terla-
kronisasi Pelaksanaan tih dalam penanganan
Kebijakan Program dan pengaduan kekerasaan
Kegiatan Pencegahan terhadap perempuan 72 74 100,00
Kekerasan Terhadap Per- ,anak dan tindak pi-
empuan dana perdagangan
orang (TPPO)
Penyediaan Layanan
Pengaduan Masyarakat
bagi Anak yang Memer-
lukan Perlindungan Khu-
sus Tingkat Daerah Ka-
bupaten/Kota Prosentase Kasus
Penyediaan Layanan Kekerasaan terhadap 100 100 100,00

Pengaduan Masyarakat
bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sink-
ronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak

Perempuan dan Anak
yang di Tangani
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Kewenangan Kabupat-
en/Kota

Koordinasi dan Sink-
ronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak

Prosentase Kasus

yang Memerlukan Per- Kekerasaan terhadap 100 100 100,00
lindungan Khusus Anak yang ditangani
Kewenangan Kabupat-
en/Kota
Persentasi kasus
kekerasan terhadap
Koordinasi dan Sink- perempuan dan anak
ronisasi Pelaksanaan yang tercatat dan ter- 100 100 100,00
Penyediaan Layanan Ru- lapor ke dalam
jukan Lanjutan bagi Per- SIMPONI.
Korban Kekera-
empuan Rorban Rexera Persentasi Data SIMEP
san Kewenangan Kabu- KPAl yang dapat ter-
ten/Kot 1
paten/Kota penuhi SKPD/Unit kerja 80 80 00,00
terkait.
Peningkatan Kapasitas Hasil Survey Kepuasaan
Sumber Daya Lembaga
. Masyarakat dalam
Penyedia Layanan Pe- elaksanaan pelayanan Sangat
nanganan bagi Perempu- P P y. g 3,57 100,00
pengaduan perlin- Baik
an Korban Kekerasan
dungan perempuan dan
Kewenangan Kabupat-
anak
en/Kota
Meningkatkan Tata Kel- Nilai Keouasan
2 ola Organisasi Mas arapkat 80 91,44 100,00
Perangkat Daerah 4
Nilai Kepuasan 80 91,44 100,00
Masyarakat
Nilai SAKIP Perangkat Thn 2022
PROGRAM PENUNJANG | Daerah BB ( tidak ada
URUSAN A HASIL LHE Penilaian
1.1 PEMERINTAHAN TAHUN 2020) drin-
DAERAH spektorat
KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenu-
han Sarana dan . 100% 95% 95,00
Prasarana yang dibu-
tuhkan SKPD
4.4.4 Kegiatan :
Perencanaan Jumlah Dokumen
! Kinerja sesuai ke- 13 13 100,00
penganggaran dan
P tentuan
evaluasi kinerja
peragkat daerah
Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen
8 Laporan keuangan 2 2 100,00
Perangkat Daerah
secara berkala
Administrasi Umum Jumlah surat masuk 800 800 Doku- 100.00
Perangkat Daerah dan keluar selama 1 Dokumen men :
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(satu) tahun yang
terdisposisi dan ter-
agenda dengan baik

Jumlah ruangan da-
11 Ru-

ti kenaikan pangkat
dan kenaikan gaji
berkala dalam 1 (sa-
tu) tahun

lam keadaan bersih 11 ruangan 100,00
angan
Jumlah aset kantor 177 buah
(KIB. B) yang ber- (diluar
N fungsi dengan baik ken-
Pengadaan Barang Milik daraan
Daerah Penunjang Uru- dinas dan 177 100,00
san Pemerintah Daearh
tanah
bangunan
)

Pemeliharaan Barang Jumlah kendaraan
Milik Daerah Penunjang | dinas operasional da- | 5 pg,ah 5 100.00
Urusan Pemeritahan lam kondisi baik ’
Daerah

Jumlah aparatur yang

menglkut! pendidikan 2 Orang ) 100,00

dan pelatihan formal

sesuai Tusi

Jumlah aparatur yang

mendapatkan pela-

yanan administrasi

kepegawaian, melipu- 6 Orang 6 100,00

4. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN
TARGET KINERJA
1. Sasaran - 1 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan
» Indikator Sasaran ini adalah
* Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah
+ Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
= Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan

KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
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= Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Per-
lindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupat-
en/Kota.
= Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan
Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak
Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
= Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Ka-
bupaten/Kota.
4+ Program Pemenuhan Hak Anak
- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
= Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan
Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
= Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupat-
en/Kota
= Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamp-
ingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
=  Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabu-
paten/Kota
= Penguatan Jejaring antar Lem-baga Penyedia Layanan
Pening-katan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Ka-

bupaten/Kota
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4+ Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan penyajian Data gender
dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabu-
paten/Kota
= Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabu-
paten/Kota
= Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
¢ Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah
4+ Program Pengaruutamaan Gender dan Pemberdayaam Perempu-
an
- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
= Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabu-
paten/Kota
= Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
=  Advokasi Kebijakan dan Pen-dampingan kepada Lembaga
Penyedia Layanan Pem-berdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota
=  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabu-
paten/Kota
=  Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
+* Rasio Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Anak

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung sasaran ini adalah
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4+ Program Perlindungan perempuan
- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
=  Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Pro-
gram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Per-
empuan Lingkup Daerah Kabupat-en/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabuopaten/Kota
=  Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Per-
empuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
=  Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan
Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
=  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Penanganan bagi Per-empuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
#+ Program Perlindungan Khusus Anak
- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para
Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota
= Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan ter-
hadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memellukan Perlin-
dungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
=  Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khu-sus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
=  Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan

Kabupaten/Kota
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- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
=  Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
= Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lem-
baga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlin-
dungan Khusus Tingkat Daerah Kabu-paten/Kota
1. Sasaran - 1 Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan
» Indikator Sasaran iniadalah:
+* Prosentase anggaran Yang Responsive Gender pada Belanja Langsung
APBD
% Prosentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen
+* Prosentase Pelaku Usaha Rumahan Perempuan
+* Prosentase Keluarga Yang dibina
% Prosentase Perkawinan Usia anak
e Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :
4+ Program Pengaruutamaan Gender dan Pemberdayaam Perempuan
- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabu-
paten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
+ Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan
Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak

Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
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2. Sasaran - 2 Meningkatnya Hak Anak dalam Pembangunan
» Indikator sasaran Ini adalah :
% Capaian Kabupaten Layak Anak
% Persentase Gugus Tugas KLA yang dalam aktif sebagai Pelopor dalam
Pembangunan
% Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam
pembangunan
% Persentase Kecamatan Layak Anak yg dikembangkan
% Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan
% Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan
e Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :
+ Program Pemenuhan Hak Anak
- Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non
Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupat-
en/Kota
3. Sasaran — 3 Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
¢ Indikator Sasaran ini adalah :
+* Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO
+* Rasio Kekerasaan Terhadap Anak
+ Persentase SKPD yg menggunakan Buku Data Terpilah Gender dan
Anak sebagai salah satu bahan dalam penyusunan anggaran dan PPRG
e Program dan Kegiatan Yang mendukung sasaran ini adalah :
+ Program Perlindungan perempuan
- Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabuopaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan
Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten/Kota

#+ Program Perlindungan Khusus Anak
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- Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para
Pihak Lingkup daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memellukan Perlin-
dungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

%+ Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan penyajian Data gender

dan Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kabu-

paten/Kota.

Sub Bab 3.2
REALISASI ANGGARAN

Tabel 3. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022

Belanja Tidak Rp. 2.593.227.341,- | Rp. 2.249.503.245,00 Rp. 343.724.096,00 86,75
Langsung

Belanja Lang- | Rp. 6.624.454.766,- | Rp. 5.514.143.042,00 | Rp1.110.311.724,00 83,24
sung

Jumlah Pagu Rp. 9.217.682.107.- | Rp. 7.763.646.287,00 Rp.1.453.035.820,00 84,23
Keseluruhan
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Sementara anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Kinerja Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sesuai dengan

Dokumen Perjanjian Kinerja TA 2022 adalah sbb:

Perencanaan, Penganggaran, dan Eval-

uasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 10.027.900,00 Rp 9.530.000,00 95,03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ca-

paian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kiner- | Rp 10.027.900,00 Rp 9.530.000,00 95,03
ja SKPD

gdhm'"'s"as' Keuangan Perangkat Dae- | o £97 055.441,00 Rp 2.255.394.645,00 86,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.587.047.341,00 Rp 2.245.503.245,00 86,80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Rp 5.000.300,00 Rp 4.953.800,00 99,07

Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bu- Rp 5.007.800,00 Rp 4.937.600,00 98,60
lanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 3.494.444.224,00 Rp 3.059.277.122,00 87,55

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp >.>84.124,00 Rp 3.057.300,00 24,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rp 56.286.600,00 Rp 50.388.420,00 89,52
Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 73.003.300,00 Rp 70.993.500,00 97,25
Penyediaan Barang Cetakan dan Peng- | o 12.640.300,00 Rp  12.640.260,00 100%
gandaan

Penyediaan Bahan/Material Rp 2.237.900,00 Rp 986.000,00 44,06
Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 2.750,000,00 Rp 1.565.000,00 56,91
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Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan | o 3 349 942 000,00 Rp 2.919.646.642,00 87,36
Konsultasi SKPD

SO ARSI AT | 174.206.450,00 Rp 160.618.500,00 92,20
jang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 88.248.000,00 Rp 85.265.000,00 96,62
Pengadaan Sarana dan Prasarana Ge- Rp 85.958.450,00 Rp  75.353.500,00 92,20
dung Kantor atau Bangunan Lainnya

G LI R LA Rp  193.017.100,00 Rp 175.647.038,00 91,00
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 1.624.000,00 Rp 1.370.000,00 84,36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik Rp 43.456.300,00 Rp 28.427.038,00 65,42
foer”yed'aa" Jasa Pelayanan Umum Kan- | | 147.936.800,00 Rp  145.850.000,00 98,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Dae- Rp 586.581.512,00 Rp 554.838.182,00 94,59
rah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Per- | o | 110.141.600,00 Rp  107.586.038,00 97,68
orangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Pe_mellharaan Peralatan dan Mesin Rp 8.650.000,00 Rp 5.691.800,00 65,80
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kan- | o 467.789.912,00 Rp  441.560.344,00 94,39
tor dan Bangunan Lainnya

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Rp 51.207.000,00 Rp 12.578.000,00 24,56
Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan

Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Rp 51.207.000,00 Rp  12.578.000,00 24,56
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Pemberdayaan Perempuan Bidang Poli-
tik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

30.055.300,00

Rp  28.605.200,00

95,18

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Per-
empuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi

Rp

30.055.300,00

Rp 28.605.200,00

95,18

Penguatan dan Pengembangan Lem-
baga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan Kabupat-
en/Kota

Rp

252.352.980,00

Rp 228.490.100,00

90,54

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp

34.973.100,00

Rp 32.275.800,00

92,29

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Pem-
berdayaan Perempuan Kewenangan Ka-
bupaten/Kota

Rp

155.652.100,00

Rp 134.999.400,00

86,73

Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Per-
empuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pencegahan Kekerasan terhadap Per-
empuan Lingkup Daerah Kabupat-
en/Kota

Rp

Rp

61.727.780,00

49.210.700,00

Rp 61.214.900,00

Rp  46.210.700,00

99,17

93,90

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Per-
empuan Lingkup Daerah Kabupat-
en/Kota

Rp

49.210.700,00

Rp 46.210.700,00

93,90

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
yang Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

207.270.700,00

Rp  81.706.800,00

39,42

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

93.480.000,00

Rp 81.706.800,00

87,41

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

113.790.700,00

0,00
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Penguatan dan Pengembangan Lem-
baga Penyedia Layanan Perlindungan

Perempuan Tingkat Daerah Kabupat- Rp 19.644.800,00 Rp i 0,00
en/Kota

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Rp 19.644.800,00 Rp i 0,00

bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupat-
en/Kota

Rp

335.288.400,00

Rp 319.542.800,00

95,30

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

40.037.300,00

Rp 30.287.600,00

75,65

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

131.079.900,00

Rp  127.144.000,00

97,00

Pengembangan Kegiatan Masyarakat
untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

Rp

164.171.200,00

Rp  162.111.200,00

98,75

Penguatan dan Pengembangan Lem-
baga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan
KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjan-
ya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rp

142.083.100,00

Rp 124.487.200,00

87,62

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabu-
paten/Kota

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam

Rp

142.083.100,00

Rp  124.487.200,00

87,62

S et Rp  123.395.700,00 Rp 118.150.000,00 95,75
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak di Rp 59.535.800,00 Ro  57.425.000,00 96,45

Kewenangan Kabupaten/Kota
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Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender
dan Anak dalam Kelembagaan Data di Rp 63.859.900,00 Rp 60.725.000,00 95,09
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia | Rp 85.341.000,00 Rp  64.223.200,00 75,25
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan | Rp 59.892.400,00 Rp 48.363.200,00 80,75
Dunia Usaha Kewenangan Kabupat-
en/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelem-
bagaan Pemenuhan Hak Anak Rp 25.448.600,00 Rp 15.860.000,00 62,32
Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lem-
baga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Ka-
bupaten/Kota

Rp 498.009.900,00 Rp 367.783.700,00 73,85

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupat-
en/Kota

Rp 36.087.600,00 Rp 35.219.200,00 97,59

Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan | Rp 284.570.100,00 Rp  216.426.200,00 76,05
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Ka-
bupaten/Kota

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupat-
en/Kota

Rp 177.352.200,00 Rp  116.138.300,00 65,48

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
yang Melibatkan para Pihak Lingkup Rp 90.133.300,00 Rp  69.124.300,00 76,69
Daerah Kabupaten/Kota
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Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Rp

90.133.300,00

Rp

69.124.300,00

76,69

Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan

Rp

176.095.500,00

Rp

39.204.000,00

22,26

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Rp

12.298.500,00

Rp

1.250.000,00

10,16

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Ka-
bupaten/Kota

Rp

163.797.000,00

Rp

37.954.000,00

23,17

Penguatan dan Pengembangan Lem-
baga Penyedia Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Ting-
kat Daerah Kabupaten/Kota

Rp

102.261.100,00

Rp

48.234.800,00

47,17

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penye-
dia Layanan Anak yang Memerlukan Per-
lindungan Khusus Tingkat Daerah Kabu-

paten/Kota

Rp

87.239.100,00

Rp

48.234.800,00

55,29

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan
Jejaring antar Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memerlukan Perlin-
dungan Khusus Tingkat Daerah Kabupat-
en/Kota

Rp

15.022.000,00

Rp

0,00

JUMLAH

Rp

9.217.682.107,00

Rp 7.763.646.287,00

84,22
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A.

Prestasi atau Penghargaan

N

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ta-

pin selain memenuhi target kinerja dapat pula disampaikan prestasi atau

penghargaan tambahan atas kerja keras dan koordinasi yang baik dengan Di-

nas Instansi terkait dan dengan unsur masyarakat yang mendukung program

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disampaikan se-

bagai berikut:

APAITKEARARY
NG DIC

TAHUN 2022

L______

-

NO JENIS TINGKAT KET
1 | PENGHARGAAN KLA Kementerian PPA RI Penghargaan KLA dil-
Kategori Pratama aksanakan setiap 1 (satu) tahun
sekali.
> | Lomba Peningkatan Kuali- | Juara Kategori Utama
tas Keluarga Tk. Provinsi Kal-Sel Desa Ketapang
3 Inovasi Daerah “ Upaya Juara Harapan 111
Pencengahan Perkawinan | Tk. Kabupaten Tapin
Anak ”
4 | Lomba Vidio Kreatif Anak | Juara 2 tingkat Provinsi
5

Lomba Pentas Seni dalam
Jambore Forum Anak

Juara 2 Tingkat Provinsi
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BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022,
dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang
sangat signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sasaran sebagaimana
tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022, 2 (dua) indikator
dapat direalisasikan dengan “ Sangat Berhasil” dan 1 (satu) Indikator be-
lum ada realisasi karena menunggu data Rilis dari BPS.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud
pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan penyusunan
laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran
maupun tujuan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan Anak yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah
proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasif, adanya kepastian hukum,

kesetaraan, efektif dan efisien.

Hj-L/ R, S.Sos, MM
NIR.15646710 198603 2 018

b

%
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. JendralSudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

KEPUTUSAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 970 /025 / DP3A / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tapin Tahun 2022 dengan Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);



10.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Tapin. (Berita
daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Berita daerah Kabupaten Tapin Tahun
2020 Nomor 39);



. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik



"Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :
Inspektur Kab. Tapin

MEMUTUSKAN :

Indikator Kinerja Utama Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin Tahun 2022
sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan
ukuran kinerja yang digunakan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tapin untuk menetapkan
rencana kinerja tahunan, menyampaikan
rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

Keputusan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan  Anak
Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas DP3A
Nomor : 970 /25/ DP3A / 2022
Tanggal: 30 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA FORM PERHITUNGAN PENJELASAN

UTAMA
MENINGKATKAN Indeks Pembangunan Cara Perhitungan : Makna Indikator :
KESEJAHTERAAN Gender (IPG) IPM P IPG Merupakan Indikator Komposit untuk
GENDER, IPG  ----mee-- =X 100 Mengukur dimensi yang sama dengan IPM,
PERLINDUNGAN IPM L antara Lain dimensi Harapan Hidup saat lahir,

PEREMPUAN DAN
ANAK

tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup.
IPG memperhitungkan capaian berdasarkan
gender.

Alasan Pemilihan Indikator :

IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan. Kesenjangan Gender terjadi apabila
Nilai IPM laki-laki sama dengan IPM Perempuan

Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

Cara Perhitungan :

1/3 (Ipar + IDM + Lin-Dist)
Ipar = Indeks Keterwakilan di
parlemen

IDM = Indeks Pengambilan

Keputusan

Makna Indikator :
IDG adalah indikator komposit untuk mengukur
peran aktif perempuan dalam kehidupan

ekonomi dan politik.

Alasan Pemilihan Indikator :




Line = Indeks distribusi
pendapatan

indikator ini mampu menggambarkan peran
perempuan dalam pembangunan dilihat dari

partisipasi di bidang ekonomi dan politik.

Rasio Kekerasan
Terhadap Perempuan
dan Anak

Rumus Perhitungan :
Jumlah KDRT Terhadap

Perempuan dan Anak

Jumlah Rumah Tangga

Makna Indikator :

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum. (Sesuai Pasal 1, UU
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak)

Alasan Pemilihan Indikator :

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang
harus diberikan pencegahan dan penanganan

untuk melindungi dan memenuhi hak -haknya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 30 Januari 2022

P3A KAB TAPIN
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Ji. JendralSudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a.tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 024/ DP3A /2022
TENTANG
TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP) PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan evaluasi Kinerja pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
serta guna Penataan sistem Manajemen Pemerintahan dengan berfokus
pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka
dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
maka perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
nomor 12 tahun 2008;

7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025:

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



-

Menetapkan

Kesatu

Kedua

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor °
PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman
Penyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Pelaksana Penerapan Sakip di’ lingkungan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran.

Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatuan bertujuan untuk -

a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan Kinerja, pengukuran
Kinerja dan pelaporan Kinerja ;

b. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, dan pelaporan kinerja;



¢. Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

Ketiga 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan  : Rantau
Pada tanggal : 24 Januari 2022




Lampiran Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Nomor : 024 / DP3A /2022

Tanggal : 24 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN

NO JABATAN DALAM SAKIP KETERANGAN JABATAN INSTANSI
1. | Penanggung jawab Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlidungan Anak
2. | Ketua Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak
3. | Sekretaris Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. | Anggota a. Kabid Kualitas Hidup Perempuan dan

Keluarga

b. Kabid Perlindungan Perempuan &
Anak dan Data Informasi

c. Kabid Pemenuhan Hak Anak

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempwafisan Perlindungan Anak




MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I-1IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KEABUPATEN TAPIN

TAHUN ANGGARAN 2022

ESELON I

NO KINERJA UTAMA/ SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN Realisasi 2022 TARGET KETER
STRATEGIS (IKU) I II I v 2022
1 |MENINGKATKAN KESETARAAN |Indeks Pembangunan Gender (IPG)

GENDER, PEMENUHAN HAK 84,15 84,15 84,15 84,37 84,37 85,11

ANAK DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK .
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 73.15 ’3.19 3.1 BELUM RILIS BELUM RILIS 3.3

? ! e DARI BPS DARI BPS £

Rasio Kekerasaan Terhadap
Perempuan dan Anak 0,009 0.006 0.009 0,033 0,033 0,030




MONEV RENCANA AKSI TRIWULANI - IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Sekretariat

Tahun Anggaran : 2022

IO [ KINERJA UTAMA/ SASARAN| INDIKATOR KINERJA UTAMA| TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN REALISASI TARGET KETERANG
STRATEGIS (IKU) I II I v 2022 2022
Meningkatnya Kualitas Nilai Kepuasaan Masyakat
| |Pelayanan Perangkat Daerah 0 0 o 91,44 91,44 80
;{ic:lmr'lgl;atnya thu];lteé:);lhitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah TIDAK AD
erja Perangkat Da PENILAIA]
2 0 0 o 0 (4] A SAKIP TAH
2022 DAR
INSPEKTOR
Meningkatnya Pelayanan Persentase Pemenuhan Sarana 3
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Yang
3 |Administrasi Perkantoran dibutuhkan SKPD 25% 50% 75% 98% 98% 100%
Rantau, Desember 2022
Sekretaris,
;! /(/(4«
: Hj. Mitya, SE

NIP. 19680305 199603 2 005



MONEV RENCANA AKSI TRIWULANI - IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Sekretariat

Unit Kerja : Kasubbag Umum dan Kepegawaian ( ESELON IV )
Tahun Anggaran : 2022

NO KINERJA UTAMA/ SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN REALISASI TARGET
STRATEGIS 1 II III I 2022 2022
1 |Terlaksananya disposisi dan agenda Jumlah surat masuk dan keluar
urat t 1 1 (satu) tah terdisposisi
M e o S:'da ) e ens ITCISPOSIST ] Masuk=81 Masuk=66 Masuk=113 | Masuk=73 | Masuk=333 [g o =
e ¥ Keluar=112 Keluar=160 Keluar=138 Keluar=121 | Keluar=531
2 |Terciptanya kebersihan kantor Jumlah ruangan dalam keadaan bersih
11 11 11 11 11 11 Ruangan
3 |Terciptanya lingkungan kerja yang Jumlah aset kantor (KIB. B) yang )
nyaman dan refresentatif berfungsi dengan baik 177 buah
(diluar
kendaraan
113 154 159 163 163 Hr
tanah
bangunan)
4  |Termanfaatkannya kendaran dinas Jumlah kendaraan dinas operasional
operasional dalam kondisi baik
5 5 5 5 5 5 Buah
5 |Terlaksananya pendidikan pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti
formal pendidikan dan pelatihan formal
o 2 o ] 2 2 Orang
6 |Terlaksananya urusan pelayanan Jumlah aparatur yang mendapatkan
administrasi kepegawaian pelayanan administrasi kepegawaian,
meliputi kenaikan pangkat dan 5 3 0 3 12 6 Orang
kenaikan gaji berkala dalam 1 (satu)
tahun
Rantau, Desember 2022

Sekretaris,

Hj. Mitya, SE
NIP. 19680305 199603 2 005

Kasubbag Umum d

Hernilawati, S.Pd

NIP. 19871009 201503 2 001

Kepegawaian



MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I-IV

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN

Unit Organisasi : Sekretariat

Unit Kerja : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan ( ESELON IV)

Tahun Anggaran : 2022

NO | KINERJA UTAMA/ SASARAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN | REALISASI | TARGET
STRATEGIS UTAMA (IKU) I 11 III v 2022 2022
1 |Menyusun Perencanaan dan Jumlah Dokumen Kinerja
Pelaporan Kinerja SKPD sesuai ketentuan
3 5 3 2 13 13 buah
2 |Menyusun Perencanaan dan Jumlah Dokumen Laporan
administrasi Keuangan SKPD keuangan secara berkala
0 0 1 1 2 2 Buah
Rantau, Desember 2022

Sekretaris,
Hj. Mitya, SE
NIP. 19680305 199603 2 005

Kasubbag Perenc!

Fauzig

dan Keuang;

, SE, MM

NIP. 19800507 201101 2 010



’ MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I-IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (ESELON III)
Tahun Anggaran : 2022

NO | KINERJA UTAMA / SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN REALISASI TARGET
STRATEGIS (IKU) I II III v 2022 2022
Meningkatnya Peran Perempuan |Prosentase anggaran yang
Dalam Pembangunan responsive gender pada belanja = 0 0 8,22 8% 20%
langsung APBD
Prosentase keterlibatan perempuan
di parlemen 16% 16% 16% 16% 16% 30%
Prosentase pelaku usaha rumahan
perempuan 0 0,6 0,67 83,77 83,77 20%
Prosetase keluarga yang dibina
0,06 0,2 0,3 0,91 0,91 . 0,6%
Prosentase perkawinan Usia anak
di Kabupaten Tapin 4,07 5,75 4,9 3,07 3,07 8,74%

Rantju, Desember 2022
Kabid|KH

Noorhadlimah, SKM. MM
NIP. 19740722 200012 2 003




Unit Organisasi : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
Unit Kerja : Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga (ESELONE 1V)

MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I-IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TOTAL TARGET KET
STRATEGIS (IKU) I II I v REALISASI 2022
Terlaksananya Upaya Peningkatan |Jumlah Keluarga yang mendapat Pranik
Pemberdayaan Perempuan dalam |layanan Puspaga 500 Pasang
rangka meningkatkan ketahanan ° 104 " i 454 Keluarga |Dispen
keluarga Pasang

Jumlah keluarga yang dibina di
desa model peningkatan kualitas ) 25 25 i 50 50 KK
keluarga
Jumlah Organisasi / Kelompok 50
perempuan yang Aktif dalam
3 : T - 50 - - 50 Organisasi/
Peringatan Hari Kartini Kelompok
Jumlah Organisasi /| Kelompok &b
if dalam
G - : - © | % o
g Kelompok
Jumlah peserta yang mengikuti
kegiat
AEHLED. grcakEr. pousegalian 783 o 55 50 888 2000 Orang
perkawinan anak
Menggtahui, u, Desember 2022
Kabi J KEBIJAKAN
Noorh , SKM. MM Helmy Hidayat, SKM

NIP. 19740722 200012 2 003

NIP. 19871202 201001 1 004




MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I-IV

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Unit Kerja : Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sesial, Politik dan Hukum (ESELON V)
Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SASARAN

, SKM. MM
NIP. 19740722 200012 2 003

JF ANALIS KEBIJAKAN

Hj. Sinta

: SKM
NIP.19770403 199703 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TOTAL TARGET KETE
STRATEGIS I II I w REALISASI 2022
2022
Tersedianya data usaha rumahan di Jumlah pelaku usaha rumahan perempuan
Kabupaten Tapin di Kabupaten Tapin B 5 75 604 754 225 Orang
Terlaksananya pelatihan keterampilan |Jumlah Perempuan yang terampil dalam KEGIAT/
usaha rumahan perempuan usaha rumahan RUMAHA
PEREMP
- 0 55 - 55 120 Orang HAPUS
DIPERUE
Terlaksananya pameran hasil karya Jumlah hasil karya perempuan di Kecamatan
empuan yang disertakan dalam pameran . . 12
peremp (1] 12 KECAMATAN | 12 Kecamatan
Terlaksananya Pelatihan PPRG bagi Jumlah SDM SKPD yang terampil PPRG
SKPD dan KKG bagi Lembaga/ ; a - = 5 A Caiy
Pengurus Organisasi /Gerakan Jumlah Lembaga/Pengurus
/Kelompok Perempuan/Masyarakat Organisasi/Gerakan / Kelompok
Perempuan/masyarakat yang meningkat - 86 - 100 186 ORANG 172 Orang
pengetahuannya tentang KKG
Rantau, Desember 2022



Unit Organisasi : Bidang Pemenuhan Hak Anak

MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN REALISASI TARGET KETERANG
STRATEGI (IKU) I II I v 2022 2022
I\&eningkatnya Hak Anak Dalam |Capaian Kabupaten Layak Anak
>embangunan o Pratama Tercapai 0 Pratama Pratama mendapatkan per
Prosentase Gugus Tugas KLA ”
yang aktif dalam pencapaian KLA 0% 100% 0 o 50% 50% keterlibatan da
(%) penginfutan...../3
Prosentase Forum Anak Daerah
yang aktif sebagai pelopor dalam o o 40 orang ... o 100 87,5% ( as) FA Daerah / Kabup
pembangunan (%) 100% % orang
Prosentase Kecamatan Layak
Anak yang dikembangkan (%) 0 o 100% o 8,30% 3“:‘3%] SK 12/12x10
ec
Prosentase Sekolah Ramah Anak
(SRA) yang dikembangkan (%) 0% 25’: ARcion 0 0 5% 5,00% SK 26/519x1(
Prosentase Puskesmas Ramah
Anak (PRA) yang dikembangkan o o o o o 7,69% belum ada puske
(%) (1 Puskes) yang dikembang
Rantau, Desember 2022

Kabid Pemenuhan Hak Anak

Henny Herlcna,l .Pd.MA

Il

NIP. 19701127 199903 2 003



MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Bidang Pemenuhan Hak Anak
Unit Kerja : Seksi Kesehatan Kesejahteraan Anak (ESELON V)
Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA | TRIWULAN | TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN | REALISASI TARGET KETERANGAN
SASARAN STRATEGI UTAMA (IKU) I I m v 2022 2022
Kesehatan yang bukti dukung abse
Pendukung PRA berkompeten untuk GO'Onng 0 B 9 o0 60 0rang hadir
mendukung (KLA)
sarana dan prasara
Ramah Anak yang - o 0 0 0 1 Buah puskesmas yang ac
dikembangkan | Cuma menginisiasi a
smacnssaiiiy DDA
Jumlah Peserta yang ;
memahami Sosialisasi 2 0 140 orang 0 140 140 Orang | UKt dukune anse
Posyandu Ramah Anak
Jumlah Kecamatan :
Layak Anak Yang . 0 12 kecamatan 0 12 1 aonmmt | cuaig Si
; Kecamatan Layak An
dikembangkan
Ranta Desember 2022
Kabid Pemenuhan Hak Anak JF IS\ KEBIJAKAN
Henny Hcrlena, S.Pd.MA :‘ ppiadi, SKM
NIP. 19701127 199903 2 003 NIP. 19760413 2Dp0012 1 003




MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I - IV

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Bidang Pemenuhan Hak Anak

Unit Kerja : Seksi Hak Sipil , Informasi dan Partisipasi Anak (ESELON IV)
Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN | TRIWULAN | REALISASI TARGET KETERANG
SASARAN STRATEGI UTAMA (IKU) I II I v 2022 2022
Eerlaksananya Pembinaan |Jumlah Anggota Forum
dan Pembekalan Forum Anak Daerah yg
oo e sat e
- 0 40 0]
Anak Provinsi dan ¢ = 24 Oxeng o
kegiatan
Kabupaten
Jumlah Gugus Tugas KLA ]
vang Aktif dalam
Pencapaian Indikator KLA 30 data dukung
- 30 0 0 30 Instansi/Lemba| Gugus Tugas
ga absen
Jumlah Pembinaan dan
Pembekalan Forum Anak . 12 = 12 Kecalmatan
ecamatan + Kecamatan + + ;
; 0 1 desa 0 1 desa Kelurahan/Des dnte 4 ng
Ketapang Ketapang a
Rantau, Desember 2022
Kabid Pemenuhan Hak Anak JE AN EBIJAKAN

Henny Herlena, S.Pd.MA

NIP. 19701127 199903 2 003

orasyid SH

NIP. 19700430 200604 2 024



MONEV RENCANA AKSI TRIWULANI - IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Bidang Pemenuhan Hak Anak

Unit Kerja : Seksi Pendidikan, Pengasuhan dan Kegiatan Budaya Anak

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA /
SASARAN STRATEGI

INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)

TRIWULAN
I

TRIWULAN
m

TRIWULAN
v

2022

REALISASI

TARGET
2022

KETERANGAN

| Melaksanakan Sosialisasi
Sekolah Ramah Anak

Jumlah Peserta yang
memahami Sekolah
Ramah Anak

60 Orang

data dukung absen hadir

"|Memberikan Fasilitas
Terhadap Srana Pendukung
SRA

Jumlah tenaga pendidik
yang berkompeten untuk
mendukung Sekolah
Ramah Anak (SRA)

65 Orang

65

60 Orang

data dukung absen hadir

Jumlah Sekolah Ramah
Anak (SRA) yang
dikembangkan

26

26

26 Buah

data dukung SK SRA

Jumlah RBRA vang
dikembangkan

1 Buah

belum ada Ruang Bermain
yang bisa dijadikan RBRA

Terlaksanannya Pembinaan
Pola Asuh Anak

Jumlah peserta
penyuluhan Pola Asuh
yvang paham edukasi Pola
Asuh

50 Orang

250 orang

300

310 Orang

data dukung absen hadir

Jumlah Peserta yang
mengikuti Peringatan Hari
Anak Nasional

2400 Orang

2400

2400 Orang

daftar hadir

Jumlah Peserta vang
mengikuti Gebyar
Ramadhan Anak

160

160

160 Orang

daftar hadir

Kabid Pemenuhan Hak Anak

al

Henny Herlena, S.Pd.MA

NIP. 19701127 199903 2 003

Rantau,

Desember 2022

Henny Herlena, S.Pd.MA
NIP. 19701127 199903 2 003



MONEV RANCANA AKSI TRIWULAN I - IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi (ESOLEN III)

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA | TRIWULAN | TRIWULAN | TRIWULAN | TRIWULAN Total TARGET KETERANGAN
ASARAN STRATEGIS UTAMA (IKU) I II III v Realisasi 2022
2022
nurunnya Kasus Rasio Kekerasan Jumlah Korban Perempuan :
cerasaan Terhadap Terhadap Perempuan, Triwulan I : 2 Orang, Triwulan II :
empuan dan Anak termasuk TPPO 1 Orang, Triwulan III : 1 Orang,
1 Meningkatnya Triwulan IV : 2 Orang
alitas Data Terpilah 0,021 0,011 0,011 0,062 0,062 0,15 Cara Perhitungan : lJum]ah
nder dan Anak Korban perempuan/Jumlah
perempuan usia 18 tahun (96.861)
x 1000
Rasio Kekerasan
terhadap Anak
Jumlah Korban Anak : Triwulan I :
4 orang, Triwulan II : 7 orang,
0,07 0,12 0,09 0,31 0.32 0,5 Triwulan III : 5 orang, Triwulan IV
: 1 orang
Cara Perhitungan : (Jumlah
Korban Anak/Jumlah Anak usia di
Bawah 18 Tahun (54.770) x 1000
Prosentase SKPD yang Jumlah SKPD dilingkungan
menggunakan Buku Pemkab.Tapin sebanyak 55 buah
Data Terpilah Gender SKPD.
dan Anak sebagai salah Sedangkan SKPD yang telah
satu bahan dalam ) 100 ; ) 100 87% meminta buku Profil Data Gender
Penyusunan Anggaran dan Anak Kabupaten Tapin Tahun
dan PPRG SKPD. 2022 untuk menjadi bahan
penyusunan PPRG SKPD Tahun
2023 adalah sebanyak 55 SKPD.
KAR S
«?‘ O‘V »
j /5‘ ~ f‘,‘L Rantau, Desember 2022
& °DP3 Kabid PP, Anak dan Data Informasi
|3 st =
=)
N \/-\’ '/
Hj. Bailia 5. 8os, MM Maghvardi, S.Sos
NIP.19646140-%98603 2 018 NIP. 19681111 199002 1 002




MONEV RANCANA AKSI TRIWULAN I - IV

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi

Unit Kerja : Seksi Data Gender dan Data Kekerasan (ESELON IV)

Tahun Anggaran : 2022

VERJA UTAMA / SASARAN INDIKATOR KINERJA TRIWULAN | TRIWULAN | TRIWULAN | TRIWULAN Total TARGET KETERANGAN
STRATEGIS UTAMA (IKU) I II 111 v Realisasi 2022
2022
ngkatkan Penyajian Data Prosentase form Data Jumlah Form DGA sesuai Juknis
ler dan Anak Terpilah Gender dan Anak Tahun N adalah 99 Form Data
yang dapat terpenuhi sesuai masing-masing dari Lintas Sektor.
petunjuk teknis 81 Form |Triwulan I: 10 Jenis Data
10 Form 60 form Jenis Data |(12,35%)
(12,3%) (74%) il i 100% | g1 g19) |Triwulan II : 60 Jenis Data
(74,07%)
Triwulan III : 11 Jenis Data
(13,58%)
ksananya Sosialisasi Prosentase Peserta yang Jumlah peserta Aktif yang hadir
embangan System Informasi |[mengikuti Sosialisasi dan dalam Sosialisasi Forum DGA dan
' Gender Dan Anak (SIGA) Workshop Up Dating data 42 Orang |workshop updating DGA sebanyak
Terpilah Gender dan Anak 49 Orang - - - 49 orang (100%) |49 orang.
Kabupaten Tapin. Hasilnya kinerjanya adalah :

(49/42) x 100 = 108,88%.

Kabid PP, Anak

Ma di

Data Informasi

.Sos

NIP. 19681111 199002 1 002

Candra Hahdayani, AMKL
NIP. 19730106 200604 2 024




MONEV RANCANA AKSI TRIWULAN I - IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi
Unit Kerja : Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (ESELON IV)
Tahun Anggaran : 2022

{INERJA UTAMA / INDIKATOR KINERJA TRIWULAN TRIWULAN | TRIWULAN | TRIWULAN TOTAL TARGET KETERANGAN
SARAN STRATEGIS UTAMA (IKU) I I III v REALISASI 2022
2022
ksananya Pelatihan [Jumlah SDM yang
| dan Pelayanan terlatih dalam Triwulan II : 1. Bimbingan Teknis penanganan Kasus
nganan Kasus penanganan pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta Penguatan
rasaan terhadap kekerasaan terhadap Kelembagaan dan Administrasi pelayanan PATBM Desa
mpuan dan anak dan |perempuan ,anak dan Ketapang sebanyak 50 orang Relawan dan Pengurus PATBI
ak Pidana tindak pidana Desa Ketapang.
agangan Orang (TPPO) |perdagangan orang 2. Pelatihan MEDIATOR NON HAKIM GELOMBANG VII yang
(TPPO) dilaksanakan oleh YBH RAM Indonesia bekerjasama dengas
O orang 52 orang 22 orang 0 74 Orang | 72 Orang (Pusat Mediasi Indonesia (PMI) UGM Jogjakarta (Akreditasi
A) pada tanggal 13-17 Juni 2022 di Yogyakarta.
Triwulan III : Pelatihan Manajemen dan penanganan Kasus
TKPA di Kabupaten Tapin Tahun 2022 pada tanggal 15-16
Agustus 2022 di Gedung Bhakti Ibu Rantau dgn peserta
sebanyak 22 orang dari UPTD PPA, Puspaga, Satgas PPA
Tapin, Perwakilan IGTKI/PAUD, Perwakilan pokja I PKK
Tapin, dan Pengurus Forum anak Kab.Tapin.
FProsentase Kasus Triwulan I = 2 Kasus, dan tertangani 2 kasus. (Kekerasan
Kekerasaan terhadap Fisik dan Penelantaran)
Perempuan dan Anak -
yang di Tangani 2 Kasus 1 Kasus 1 Kasus o 4 kasus 100% ;‘;‘;‘::;‘:tﬁm: Kasus, dan Ditangani 1 kesus,
Termasuk TTPO Triwulan III = 1 Kasus, dan Ditangani 1 kasus (Seksual)
Triwulan IV = 0, Jumlah Korban : 4 Orang
Prosentase Kasus Triwulan I = 4 Kasus, dan tertangani 4 kasus. (2 Kekerasan
Kekerasaan terhadap Seksual, 2 Hak Asuh Anak)
Anak yang ditangani. Triwulan II = 3 Kasus, dan Ditangani 3 kasus. (1 Kasus
4 Kasus 3 Kasus 5 Kasus 2 Kasus 14 kasus 100% |Kekerasan Fisik, Seksual, Penelantaran Anak)
Triwulan III = 5 Kasus, dan Ditangani 5 kasus (Terdiri 2
Kekerasan Fisik, 3 Kekerasan Seksual)
Triwulan IV = 2 kasus .Jumlah Korban : 18
Persentasi kasus Sampai Triwulan II dari 6 Kasus Pengaduan KTPA yang
kekerasan terhadap masuk ke UPTD PPA DP3A Kab. Tapin semua telah masuk
perempuan dan anak 6 Kasus 4 Kasus 6 Kasus 2 Kasus 18 Kasus 100% Hat Srostet dalum SOMPON
yang tercatat dan terlapor
ke dalam SIMPONI.
Persentasi Data SIMEP Terlaksana Pengumpulan Data simep dengan upaya
KPAl yang dapat Rekonsiliasi Data dengan SKPD yang terlihat dalam
ter;?enuhx SKP D/Unit - 80,00 - 80,00 80,00 80% |pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten
kerja terkait. Tapin, sisa 20% karena di Tapin memang belum ada

lembaga KPAD




Persentasi Data SIMEP

Terlaksana Pengumpulan Data simep dengan upay«

KPAI yang dapat Rekonsiliasi Data dengan SKPD yang terlihat dalam
terpenuhi SKPD/Unit 80,00 80,00 80,00 80% |pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten
kerja terkait. Tapin, sisa 20% karena di Tapin memang belum ada
lembaga KPAD
nanya Survey Hasil Survey Kepuasaan Penghitungan hasil SKM biasanya dilakukan pada Bulan
in Masyarakat Masyarakat dalam November dan Desember atau akhir Triwulan IV setiap
elaksanaan pelaksanaan pelayanan Sangat tahun
an pengaduan pengaduan perlindungan - 921,44 91,44 baik

ingan Perempuan
k

perempuan dan anak.

Kabid PP, An

Data Informasi

1. S.S

NIP. 19681111 199002 1 002

Rantau, Desember 2022
Plt. Seksi Perlind rempuan dan Anak

M , S.Sos
NIP. 19681111 199002 1 002




MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN 2022

sasaran . -
strategis/Kinerja Indikator IKU Target IKU Program/ K.eglatan/ Sub Indikator Sasaran Anggaran (Rp.) Target Realisasi KU Penanggung
e Kegiatan Jawab
TWI | TWII | TW III[ TW IV TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Peningkatan Kualitas Keluarga |Prosentase perkawinan Usia anak di | Rp 361.928.400,00 8,74% 4,07 5,75 4.9 3,07
dalam Mewujudkan Kesetaraan |Kabupaten Tapin
Gender (KG) dan Hak Anak
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Keluarga Yang mendapat Rp 55.467.300,00 | 500 Keluarga 43 104 70 35
Pendampingan untuk Layanan Pusat Pembelajaran
Mewujudkan KG dan Keluarga (PUSPAGA)
Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Komunikasi, Jumlah peserta yang mengikuti Rp 132.379.900,00 | 2000 Orang 783 0 55 50
Informasi dan Edukasi KG dan |kegiatan gerakan pencegahan
Perlindungan Anak bagi perkawinan anak
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Jumlah Organisasi / Kelompok 50 - 0 - 50
Masyarakat untuk Peningkatan |perempuan yang Aktif dalam Organisasi/Kelo
Kualitas Keluarga Kewenangan |Peringatan Hari Ibu mpok
Kabupaten /Kot
abupaten/Kota Jumlah Organisasi / Kelompok Rp 174.081.200,00 50 - 50 - -
perempuan yang Aktif dalam Organisasi/Kelo
Peringatan Hari Kartini mpok
Penguatan dan Pengembangan 0,60% 0,06 0,2 0,3 0,91
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
dalam Mewujudkan KG dan
Hak' SnalgyangWilayah Prosetase keluarga yang dibina Rp 123.052.900,00
Kerjanya dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber |Jumlah keluarga yang dibina didesa | Rp 123.052.900,00 50 KK 0 25 25 -
Daya Lembaga Penyedia model peningkatan kualitas keluarga
Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota




Pelembagaan PHA pada Prosentase Kecamatan Layak Anak Rp 65.811.500 | 8,33 % (1 Kec) (0] 0 100% 8,3
Lembaga Pemerintah, yang dikembangkan
Nonpemerintah, dan Dunia
gsih"" Ktewegalt’gan Prosentase Sekolah Ramah Ramah 5,00% 0% 5,00% 0 2,78
abupaten/Kota Anak (SRA) yang dikembangkan
Prosentase Puskesmas Ramah Anak 7,69% (1 0 0 0 0
(PRA) yang dikembangkan Puskes)
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Tenaga Kesehatan yang Rp 59.892.400 60 Orang 60 Orang 0 0] 0]
Pendampingan Pemenuhan berkompeten untuk mendukung
Hak Anak pada Lembaga (KLA)
Pemerintah, Non Pemerintah, |Jumlah Puskesmas Ramah Anak 1 Buah - 0 0 0
Media dan Dunia Usaha yang dikembangkan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Peserta yang mamahami 140 Orang - 0 140 Orang ]
Sosialisasi Posyandu Ramah Anak
Jumlah Kecamatan Layak Anak yang 1 Kecamatan - 0 12 0]
dikembangkan Kecamatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Rp 5.919.100 300 Orang - 0 50 Orang 250
Pelembagaan Pemenuhan Hak |Asuh yang Paham Edukasi Pola Asuh Orang
Anak Kewenangan Anak
Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan |Capaian Kabupaten Layak Anak Rp 435.122.000 Pratama 0 Pratama | Pratama | Pratama
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Prosentase Gugus Tugas KLA yang 100% 0% 100% 0 0
Anak Kewenangan Aktif dalam pencapaian KLA
Kabupaten/Kota
Prosentase Forum Anak Daerah yang 16,32% (0] 0 (0] 14,3
aktif sebagai pelopor dalam
Pembangunan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Peserta yang mengikuti Rp 36.087.600 160 Orang 160 0 0 0
Pelaksanaan Pendampingan Gebyar Ramadhan Anak
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Jumlah Peserta yang memahami Rp 237.610.200 60 Orang 60 Orang 0 - 0
Informasi dan Edukasi Sekolah Ramah Anak
Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan —
. . . Jumlah Tenaga Pendidik yang 65 Orang - 0 65 0
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah berkompeten untuk mendukung
Sekolah Ramah Anak (SRA)
Kabupaten/Kota
Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) 26 Buah - 26 0 0
yang dikembangkan
Jumlah RBRA yang dikembangkan 1 Buah - 0 - 0
Jumlah Peserta yang mengikuti 2400 Orang - 0 2400 0
Peringatan Hari Anak Nasional
Penguatan Jejaring antar Jumlah Anggota Forum Anak daerah | Rp 161.424.200 24 Orang - 0 40 0

Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah

Woahisnmntan [V aka

yang Berpartisipasi aktif dalam Temu
Forum/Jambore Anak Provinsi dan
Kabupaten




navupalcily nuta

Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak Dalam
Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Gugus Tugas KLA yang Aktif
dalam Pencapaian Indikator KLA

Jumlah Pembinaan dan Pembekalan

Forum Anak

Prosentase SKPD yang mengunakan
Buku data terpilah Gender dan anak
sebagai salah satu bahan dalam
Penyusunan Anggaran dan PPRG
SKPD

Rp

123.135.700

30 - 30 0 0
Instansi/Lemb
aga
12 Kecamatan - 0 12 0
+1 Kecamtan +
Kelurahan/De 1 Desa
sa Ketapang

Penyediaan Data Gender dan  |Prosentase Form Data Terpilah Rp 55.966.000 | 81 Form Jenis| 10 From | 60 Form [ 11 Form -
Anak di Kewenangan Gender dan Anak yang dapat Data

Kabupaten/Kota terpenuhi sesuai petunjuk teknis (81,8%)

Penyajian dan Pemanfaatan Prosentase Peserta yang mengikuti Rp 67.169.700 42 Orang 49 Orang - - -
Data Gender dan Anak dalam |Sosialisasi dan Workshop Up Dating (100%)

Kelembagaan Data di
Kewenangan Kabupaten/Kota

data Terpilah Gender dan Anak
Kabupaten Tapin

Pelembagaan Prosentase anggaran yang responsive | Rp 51.507.000 8,22
Pengarusutamaan Gender gender pada belanja langsung APBD

(PUG) pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan

Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Rp 51.507.000 45 Orang - 0 - 38
Pendampingan Pelaksanaan Jumlah SDM SKPD yang terampil

PUG termasuk PPRG PPRG

Pemberdayaan Perempuan Prosentase pelaku usaha rumahan Rp 30.055.300 20% 0 0,6 0,67 83,77
Bidang Politik, Hukum, Sosial, |perempuan

dan Ekonomi pada Organisasi

Kemasyarakatan Kewenangan

Kabupaten/Kota

Sosialisasi Peningkatan Jumlah Perempuan yang terampil Rp 30.055.300 120 Orang - 0 55 -

Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi

dalam usaha rumahan




Penguatan dan Pengembangan |Prosentase keterlibatan perempuan | Rp 227.534.480 30% 16% 16% 16% 16%
Lembaga Penyedia Layanan di parlemen

Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Jumlah pelaku usaha rumahan Rp 34.973.100 225 Orang - 75 75 604
Pendampingan kepada perempuan di Kabupaten Tapin

Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Sumber |Jumlah Lembaga/Pengurus Rp 130.833.600 172 Orang - 86 - 100
Daya Lembaga Penyedia organisasi/ Gerakan/Kelompok

Layanan Pemberdayaan perempuan/masyarakat yan

Perempuan Kewenangan meningkat pengetahuannnya

Kabupaten/Kota tentang KKG

Pengembangan Komunikasi, Jumlah hasil karya perempuan di Rp 61.727.780 | 12 Kecamatan - 0 - 12

Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

Kecamatan yang disertakan dalam
pameran

Rasio Kekerasan Terhadap
Perempuan, termasuk TPPO

Rp

18.153.800

0,021

0,011

0,011

0,062

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah SDM yang terlatih dalam Rp 18.153.800 72 Orang 0 Orang | 52 Orang| 22 Orang 0

Pelaksanaan Kebijakan, penanganan pengaduan kekerasaan

Program dan Kegiatan terhadap perempuan ,anak dan

Pencegahan Kekerasan tindak pidana perdagangan orang

terhadap Perempuan Lingkup |(TPPO)

Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Rujukan |Rasio Kekerasan Terhadap Rp 116.455.700 0,15 0,021 0,011 0,011 0,062

Lanjutan bagi Perempuan Perempuan, termasuk TPPO

Korban Kekerasan yang

Memerlukan Koordinasi

Kewenangan Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Prosentase Kasus Kekerasaan Rp 98.480.000 100% 2 Kasus 1 kasus 1 Kasus 0

Pengaduan Masyarakat bagi terhadap Perempuan dan Anak yang (100%) (100%) (100%)

Perempuan Korban Kekerasan |di Tangani Termasuk TPPO

Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Prosentase Kasus Kekerasaan Rp 17.975.700 100% 2 Kasus 1 kasus 1 Kasus 0

Pelaksanaan Penyediaan terhadap Perempuan dan Anak yang (100%) (100%) (100%)

Layanan Rujukan Lanjutan di Tangani Termasuk TPPO

Eiilel;’;z:%ij;::;b:;l Persentasi kasus kekerasan 100% 6 Kasus | 4 Kasus 6 Kasus 2 Kasus
g terhadap perempuan dan anak yang (100%) (100%) (100%) (100%)

Kabupaten/Kota

tercatat dan terlapor ke dalam
SIMPONI.




Persentasi Data SIMEP KPAI yang 80% - 80,00% - -
dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja
terkait.
Penguatan dan Pengembangan |Rasio Kekerasan Terhadap Rp 19.644.800 0,15 0,021 0,011 0,011 0,062
Lembaga Penyedia Layanan Perempuan, termasuk TPPO
Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber |Prosentase Kasus Kekerasaan Rp 19.644.800 100% 2 Kasus 1 kasus 1 Kasus 0]
Daya Lembaga Penyedia terhadap Perempuan dan Anak yang (100%) (100%) (100%)
Layanan Penanganan bagi di Tangani
Perempuan Korban Kekerasan [Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat Sangat baik - - - 91,44

Kewenangan Kabupaten/Kota

dalam pelaksanaan pelayanan
pengaduan perlindungan perempuan
dan anak.

Pencegahan Kekerasan Rasio Kekerasan terhadap Anak Rp 17.139.000 0,5 0,07 0,12 0,09 0,030
terhadap Anak yang Melibatkan
para Pihak Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Prosentase Kasus Kekerasaan Rp 17.139.000 100% 2 Kasus | 1 kasus 1 Kasus 0
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang (100%) (100%) (100%)
terhadap Anak Kewenangan di Tangani
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak |Rasio Kekerasan terhadap Anak Rp 39.289.200 0,5 0,07 0,12 0,09 0,030
yang Memerlukan
Perlindungan Khusus yang
Memerlukan
Penyediaan Layanan Prosentase Kasus Kekerasaan Rp 27.321.200 100% 4 kasus | 3 Kasus 5 Kasus 2 Kasus
Pengaduan Masyarakat bagi terhadap Anak yang ditangani. (100%) (100%) (100%) (100%)
Anak yang Memerlukan .
Perlindungan Khusus Tingkat Persentasi kasus kekerasan 100% 6 Kasus | 4 Kasus 6 Kasus 3 Kasus
Daerah Kabupaten/Kota terhadap perempuan dan anak yang (100%) (100%) (100%) (100%)
tercatat dan terlapor ke dalam
SIMPONI.
Persentasi Data SIMEP KPAI yang 80% - 80,00 - 80,00
dapat terpenuhi SKPD/Unit kerja
terkait.
Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat Sangat baik - - - 91,44
dalam pelaksanaan pelayanan
pengaduan perlindungan perempuan
dan anak.
Koordinasi dan Sinkronisasi Prosentase Kasus Kekerasaan Rp 11.968.000 100% 4 kasus | 3 Kasus 5 Kasus 2 Kasus
Pelaksanaan Pendampingan terhadap Anak yang ditangani. (100%) (100%) (100%) (100%)
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan |Rasio Kekerasan terhadap Anak Rp 30.863.900 0,5 0,07 0,12 0,09 0,030

Lembaga Penyedia Layanan
bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota




ve Koordinasi dan Sinkronisasi Rp 19.741.900 72 Orang 0 Orang | 52 Orang| 22 Orang
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Jumlah SDM yang terlatih dalam
Kabupaten/Kota penanganan pengaduan kekerasaan
terhadap perempuan ,anak dan
Koordinasi dan Sinkronisasi tindak pidana perdagangan orang | Rp 1.112.200

Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan
Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

(TPPO)




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN d

DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. JendraISudlrman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520

e-mail :dp3a tapin@amall com RANTAU (71111) KAL-SEL
Nomor : 050/ - Sekrt/DP3A Rantau, 28 Maret 2022
Lampiran -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan |
Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Kasubid
3. Seluruh Staf
di -
Tempat
Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian
kinerja sampai dengan Triwulan | tahun anggaran 2022, dengan ini kami
mengundang Bapak/lbu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang
diadakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022
Waktu : Pukul 09.30 Wita s.d. selesai
Tempat : Aula DP3A
Agenda : Rapat Monev Capain Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Individu sampai dengan Triwulan | Tahun 2022
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih
Tembusan

1. Yth. Kepala DP3A (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520

NOTULEN RAPAT

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan |
Tempat - Aula DP3A

Hari/Tanggal : Rabu /30 Maret 2022

Waktu :09.30 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh
Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
DP3A sampai dengan Triwulan |l serta dilakukan evaluasi perkembangan Realisasi Fisik
dan Keuangan (RFK) pada Triwulan Il Tahun 2021. Dalam Rapat dibahas beberapa hal
yang diantaranya :

1. Tingkat Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan 1.

2. Dilakukan Evaluasi Kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta
evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.

3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan Ke Il ini serta
kemungkinan solusi yang akan di ambil untuk kedepannya.

4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan II.

Fauziah, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jenderal Sudlrman No. 59 Telp/Fax (0517) 32520

e-mail - * RANTAU (71111 KAL-SEL
DAFTAR HADIR
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022
Waktu - 09.00 s.d selesai
Tempat - Aula DP3A
Acara . Rapat Monev Capaian aner;a T"W' Tahun 2022 p—
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RAPAT EVALUASI KINERJA ESELON DAN INDIVIDU TRIWULAN | TAHUN 2022




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
ﬂ DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JI. JendralSudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
. e-mail :dp3a.tapin@amail com RANTAU (7111 1) KAL-SEL
Nomor : 050/ - Sekrt/DP3A Rantau, 24 Juni 2022
Lampiran -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan I
Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Kasubid
3. Seluruh Staf
di-
Tempat
e Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian
- kinerja sampai dengan Triwulan Il tahun anggaran 2022, dengan ini kami
mengundang Bapak/lbu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang
diadakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022
Waktu . Pukul 09.00 Wita s.d. selesai
Tempat : Aula DP3A
Agenda : Rapat Monev Capaian Kinerja dan Evaluasi
Kinerja Individu sampai dengan Triwulan Il Tahun
2022
— Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik

diucapkan terima kasih

TambiwmAn



e PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
: JI. Jenderal Sudlrman No 59 Telp/Fax. (0517) 32520

e-mail :dp3a tapin@amaill com RANTAU (71111) KAL-SEL
NOTULEN RAPAT
Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan Il
Tempat - Aula DP3A
Hari/Tanggal : Selasa /28 Juni 2022
Waktu :09.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh
Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
DP3A sampai dengan Triwulan Il serta dilakukan evaluasi perkembangan Realisasi Fisik
dan Keuangan (RFK) pada Triwulan |l Tahun 2021. Dalam Rapat dibahas beberapa hal
yang diantaranya :

1. Tingkat Penverapan Anggaran sampai dengan Triwulan |

2. Dilakukan Evaluasi Kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta
evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.

3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan Ke Il ini serta
kemungkinan solusi yang akan di ambil untuk kedepannya.

4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan lll.

Notulis,

Fauzfah| SE, MM



RAPAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 11
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g i PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
‘& DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- JI. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
Te* _}‘_‘J“'fi"‘ e-mail - n@gq RANTAU (71111) KAL-SEL
DAFTAR HADIR
Hari/Tanaaal " Selasa /28 .luni 2022
Waktu - 09.00 s.d selesai
Tempat . Aula DP3A
Acara - Manev Triwulan !
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. JendralSudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a.tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

Nomor : 050/448- Sekr/DP3A Rantau, 10 Oktober 2022
Lampiran -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Triwulan Il

Kepada Yth Bapak/lbu:
1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Pejabat
JFT
3. Seluruh Staf
di—
Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian
kinerja sampai dengan Triwulan lll tahun anggaran 2022, dengan ini kami
mengundang Bapak/lbu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang
diadakan pada:

Hari/Tanggal  : Senin / 10 Oktober 2022

Waktu : Pukul 14.00 Wita s.d. selesai
Tempat - Aula DP3A”
Agenda : Rapat monev Capain Kinerja dan Evaluasi kinerja

individu sampai dengan Triwulan lll Tahun 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih

Tamhiican



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a.tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

NOTULEN RAPAT
Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV
Tempat : Aula DP3A
Hari/Tanggal : Selasa /04 Januari 2022
Waktu : 14.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh
Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Perkembangan
Realisasi dan Capaian Kinerja pada Triwulan Il Tahun 2022. Dalam Rapat ini dibahas
beberapa hal diantaranya :

1. Masing- masing Kepala Bidang menyampaikan Program kegiatan yang sudah
dilaksanakan dan belum dilaksanakan , Capaian masing- masing Indikator Kinerja
dari Eselon Il., lll dan IV dan Staf sampai dengan Triwulan Il

2. Dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja masing-masing indikator Program Triwulan V.

3. Kendala yang dialami sampai dengan berakhirnya Triwulan Il ini serta solusi yang
akan di ambil untuk kedepannya.

Fayziah\SE,MM



; PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

~ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5 JI. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a.tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022

Waktu : 14.00 s.d selesai
Tempat : Aula DP3A
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan [lI
No. NAMA P/IL JABATAN TANDA
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RAPAT MONEV CAPAIAN TRIWULAN Il
TANGGAL 10 OKTOBER 2022







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ji. Jendra! Sudm'nan No 59 Telp/Fax. (0517) 32520

e-mail :dp3a.tapin@gma 11 RANTAU (71111) KAL-SEL
Nomor : 050/001- Sekrt/DP3A Rantau, 02 Januari 2023
Lampiran - :
Perihal : Rapat Monev Capaian Kinerja

Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian
RAK 2023

Kepada Yth Bapak/lbu:

1. Seluruh Kepala Bidang

2. Seluruh Kasubag &
Pejabat JFT

3. Seluruh Staf

di-
Tempat
Dalam Rangka mengetahui perkembangan Realisasi dan Capaian
Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dan Penyampaian RAK ( Rencana Anggaran
Kas) Tahun 2023 , dengan ini kami mengundang Bapak/lbu untuk dapat
hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 04 Januari 2023

Waktu : Pukul 08.00 Wita s.d. selesai

Tempat - Aula DP3A

Agenda : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan [V Tahun
2022 & Penyampaian RAK 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih

NIR.19640 1457198603 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jendral Sudlrman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520

e-mail :cpia tapin@amal com RANTAU (71111) KAL-SEL
NOTULEN RAPAT
Agenda - Monev Capaian Kinerja Triwulan IV & Penyampaian RAK 2023
Tempat - Aula DP3A
Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023
Waktu . 08.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini diadakan untuk mengetahui perkembangan realisasi
dan capaian Kinerja pada Triwulan IV Tahun 2022. Rapat ini dipimpin oleh Kepala
DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Dalam Rapat ini dibahas beberapa hal
antara lain :

1. Kepala Bidang menyampaikan program/kegiatan yang sudah dilaksanakan dan
belum terlaksana di tahun 2022, dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan
program dan kegiatan.

2. Kepala Bidang menyampaikan Capaian Kinerja Triwulan |V dan keberhasilan dan
kendala yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja indikator program tersebut.

3. Dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV serta solusi yang diambil untuk
kedepannya. >

4. Penyampaian Rencana Anggaran Kas Tahun 2023 masing-masing Kepala bidang.

Ngtulis,

Fapziah SE,MM
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023

Waktu :08.00 s.d selesai
Tempat : Aula DP3A
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian
RAK 2023
No. NAMA P/L JABATAN TANDA
TANGAN
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MONEV IKI TRIWULAN I - IV
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANAN ANAK KABUPATEN TAPIN
Unit Organisasi : Sekretariat
Unit Kerja : Bendahara (STAF)

Tahun Anggaran : 2022

KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS| INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | TRIWULAN | TRIWULAN | TRIWULAN | TRIWULAN | REALISASI | TARGET KET
I II I v 2022 2022
Menginput Buku Kas Umum (BKU) baik Jumlah Buku Kas Umum (BKU) yang
secara manual maupun secara elektronik |diinput baik secara manual maupun 310 1026 1646 2697 2697 3000 SPJ 999
di Sistem Informasi Keuangan Daerah elektronik di Sistem Informasi Keuangan 3
(SIMKEUDA) Daerah ( SIMKEUDA)
Membuat Surat Permintaan Pembayaran |Jumlah Surat Permintaan Pembayaran 58
(SPP),SPM UP,LS,GU, GU nihil, TU, TU (SPP) SPM,UP,LS,GU, GU nihil, TU, TU 12 20 45 70 70 100¥
= N Dokumen
Nihil Nihil
Menyampaikan SPP,SPM UP,GU,LS,TU,TU |Jumlah SPP,SPM UP,GU,LS,TU,TU
nihil,GU nihil yang sudah diferifikasi PPK [nihil,GU nihil yang sudah diferifikasi 12 20 45 70 70 58 100>
dan ditandatangani oleh Pengguna PPK dan ditandatangani oleh Pengguna Dokumen '
anggaran DPPPA, ke BPKAD anggaran DPPPA, ke BPKAD
Menyampaikan SP2D ke Bank yang Jumlah SP2D yang disampaikan ke 6 23 42 70 70 29 1009
ditunjuk (Bank Kalsel) Bank yang ditunjuk (Bank Kalsel) Dokumen '
Mengumpulkan rencana penggunaan biaya |Jumlah rencana penggunaan biaya 44 Sub
tahun berjalan (draf anggaran kas tahun |tahun bejalan ( anggaran kas tahun 11 22 33 44 44 i 100Y%
; . Kegiatan
berjalan) berjalan)
Membuat kartu kendali kegiatan di Jumlah kartu kendali kegiatan di 19 >,
Sekretariat Sekretariat i " 13 12 e Kegiatan 1002




-

Syiapkan kdengiapen berns Jumlah berkas penutupan kas perbulan 3 6 9 12 12 12 Berkas 100%
penutupan kas per bulan
{

\
Mgnyetorkan dan meginput penyetoran Jl'.lmlah pajak yang diinput dan 101 250 500 700 700 750 SPJ 100%
pajak disetorkan
Membuat berkas pem.lnd.ahbukuan di J.umlah berkas pemmdal"xbukuan di 12 52 90 109 109 136 Berkas 100%
sistem Tamasa Non tunai sistem Tamasa Non tunai
Meneliti keabsahan kwitansi dan bukti Jumlah kwitansi dan bukti pendukung
pendukung lainnya yang disampaikan oleh |lainnya yang disampaikan oleh PPTK
PPTK , kesesuaiannya dengan mata yang sesuai dengan mata anggaran dan 310 1026 1646 2697 2697 3000 SPJ 99%
anggaran dan rekening yang ada di SIMDA |rekening yang ada di SIMDA keuangan
keuangan SKPD SKPD
Menyiapkan kelengkapan berkas Gaji dan |Jumlah berkas Gaji dan Tunjangan PNS "
Tunjangan PNS dan PTT dan PTT 9 19 28 38 38 38 Berkas 100%

. . .|Jumlah berkas surat pemindahukuan
Menyampaikan Pemindahbukuan Nontunai |\ .\ 1ai yang disampaikan ke bank 12 52 90 109 109 190 100%
ke Bank yang ditunjuk T Dokumen

yang ditunjuk
Mefnatatjlsahakan dan pengarsipan $PJ / |Jumlah SPJ '/ Kuitansi dan dokumen 310 1026 1646 2697 2697 3000 SPJ 99%
Kuitansi dan dokumen keuangan lainnya |keuangan lainnya
Menyiapkan berkas E Audit Jumlah berkas E Audit 4 8 12 15 15 15 100%
Dokumen
Rantau, Desember 2022
Kasubbag Perenc dan Keuangan Bendahara

Fauziah! SE| MM
NIP. 19800507 201101 2 010
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN d

DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. JendraISudlrman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520

e-mail :dp3a tapin@amall com RANTAU (71111) KAL-SEL
Nomor : 050/ - Sekrt/DP3A Rantau, 28 Maret 2022
Lampiran -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan |
Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Kasubid
3. Seluruh Staf
di -
Tempat
Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian
kinerja sampai dengan Triwulan | tahun anggaran 2022, dengan ini kami
mengundang Bapak/lbu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang
diadakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022
Waktu : Pukul 09.30 Wita s.d. selesai
Tempat : Aula DP3A
Agenda : Rapat Monev Capain Kinerja dan Evaluasi Kinerja
Individu sampai dengan Triwulan | Tahun 2022
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih
Tembusan

1. Yth. Kepala DP3A (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520

NOTULEN RAPAT

Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan |
Tempat - Aula DP3A

Hari/Tanggal : Rabu /30 Maret 2022

Waktu :09.30 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh
Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
DP3A sampai dengan Triwulan |l serta dilakukan evaluasi perkembangan Realisasi Fisik
dan Keuangan (RFK) pada Triwulan Il Tahun 2021. Dalam Rapat dibahas beberapa hal
yang diantaranya :

1. Tingkat Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan 1.

2. Dilakukan Evaluasi Kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta
evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.

3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan Ke Il ini serta
kemungkinan solusi yang akan di ambil untuk kedepannya.

4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan II.

Fauziah, SE, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jenderal Sudlrman No. 59 Telp/Fax (0517) 32520

e-mail - * RANTAU (71111 KAL-SEL
DAFTAR HADIR
Hari/Tanggal : Rabu / 30 Maret 2022
Waktu - 09.00 s.d selesai
Tempat - Aula DP3A
Acara . Rapat Monev Capaian aner;a T"W' Tahun 2022 p—
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RAPAT EVALUASI KINERJA ESELON DAN INDIVIDU TRIWULAN | TAHUN 2022




PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
ﬂ DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

JI. JendralSudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
. e-mail :dp3a.tapin@amail com RANTAU (7111 1) KAL-SEL
Nomor : 050/ - Sekrt/DP3A Rantau, 24 Juni 2022
Lampiran -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Triwulan I
Kepada Yth Bapak/Ibu:
1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Kasubid
3. Seluruh Staf
di-
Tempat
e Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian
- kinerja sampai dengan Triwulan Il tahun anggaran 2022, dengan ini kami
mengundang Bapak/lbu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang
diadakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa / 28 Juni 2022
Waktu . Pukul 09.00 Wita s.d. selesai
Tempat : Aula DP3A
Agenda : Rapat Monev Capaian Kinerja dan Evaluasi
Kinerja Individu sampai dengan Triwulan Il Tahun
2022
— Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik

diucapkan terima kasih

TambiwmAn



e PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
: JI. Jenderal Sudlrman No 59 Telp/Fax. (0517) 32520

e-mail :dp3a tapin@amaill com RANTAU (71111) KAL-SEL
NOTULEN RAPAT
Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan Il
Tempat - Aula DP3A
Hari/Tanggal : Selasa /28 Juni 2022
Waktu :09.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh
Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
DP3A sampai dengan Triwulan Il serta dilakukan evaluasi perkembangan Realisasi Fisik
dan Keuangan (RFK) pada Triwulan |l Tahun 2021. Dalam Rapat dibahas beberapa hal
yang diantaranya :

1. Tingkat Penverapan Anggaran sampai dengan Triwulan |

2. Dilakukan Evaluasi Kinerja dan capaian untuk seluruh pemangku jabatan serta
evaluasi kinerja staf yang mendukung kinerja pemangku jabatan.

3. Diskusi terkait kendala yang dialami sampai dengan Triwulan Ke Il ini serta
kemungkinan solusi yang akan di ambil untuk kedepannya.

4. Diskusi terkait rencana realisasi untuk Triwulan lll.

Notulis,

Fauzfah| SE, MM



RAPAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 11
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g i PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
‘& DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- JI. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
Te* _}‘_‘J“'fi"‘ e-mail - n@gq RANTAU (71111) KAL-SEL
DAFTAR HADIR
Hari/Tanaaal " Selasa /28 .luni 2022
Waktu - 09.00 s.d selesai
Tempat . Aula DP3A
Acara - Manev Triwulan !
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. JendralSudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a.tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

Nomor : 050/448- Sekr/DP3A Rantau, 10 Oktober 2022
Lampiran -
Perihal : Rapat Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Triwulan Il

Kepada Yth Bapak/lbu:
1. Seluruh Kepala Bidang
2. Seluruh Kasubag/Pejabat
JFT
3. Seluruh Staf
di—
Tempat

Dalam Rangka mengetahui perkembangan realisasi dan capaian
kinerja sampai dengan Triwulan lll tahun anggaran 2022, dengan ini kami
mengundang Bapak/lbu untuk dapat hadir dalam kegiatan rapat yang
diadakan pada:

Hari/Tanggal  : Senin / 10 Oktober 2022

Waktu : Pukul 14.00 Wita s.d. selesai
Tempat - Aula DP3A”
Agenda : Rapat monev Capain Kinerja dan Evaluasi kinerja

individu sampai dengan Triwulan lll Tahun 2022

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih

Tamhiican



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a.tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

NOTULEN RAPAT
Agenda : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV
Tempat : Aula DP3A
Hari/Tanggal : Selasa /04 Januari 2022
Waktu : 14.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini dipimpin oleh Kepala DP3A dengan moderator oleh
Sekretaris DP3A. Rapat dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Perkembangan
Realisasi dan Capaian Kinerja pada Triwulan Il Tahun 2022. Dalam Rapat ini dibahas
beberapa hal diantaranya :

1. Masing- masing Kepala Bidang menyampaikan Program kegiatan yang sudah
dilaksanakan dan belum dilaksanakan , Capaian masing- masing Indikator Kinerja
dari Eselon Il., lll dan IV dan Staf sampai dengan Triwulan Il

2. Dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja masing-masing indikator Program Triwulan V.

3. Kendala yang dialami sampai dengan berakhirnya Triwulan Il ini serta solusi yang
akan di ambil untuk kedepannya.

Fayziah\SE,MM



; PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

~ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5 JI. Jenderal Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a.tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin / 10 Oktober 2022

Waktu : 14.00 s.d selesai
Tempat : Aula DP3A
Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan [lI
No. NAMA P/IL JABATAN TANDA
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RAPAT MONEV CAPAIAN TRIWULAN Il
TANGGAL 10 OKTOBER 2022







PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ji. Jendra! Sudm'nan No 59 Telp/Fax. (0517) 32520

e-mail :dp3a.tapin@gma 11 RANTAU (71111) KAL-SEL
Nomor : 050/001- Sekrt/DP3A Rantau, 02 Januari 2023
Lampiran - :
Perihal : Rapat Monev Capaian Kinerja

Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian
RAK 2023

Kepada Yth Bapak/lbu:

1. Seluruh Kepala Bidang

2. Seluruh Kasubag &
Pejabat JFT

3. Seluruh Staf

di-
Tempat
Dalam Rangka mengetahui perkembangan Realisasi dan Capaian
Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 dan Penyampaian RAK ( Rencana Anggaran
Kas) Tahun 2023 , dengan ini kami mengundang Bapak/lbu untuk dapat
hadir dalam kegiatan rapat yang diadakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/ 04 Januari 2023

Waktu : Pukul 08.00 Wita s.d. selesai

Tempat - Aula DP3A

Agenda : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan [V Tahun
2022 & Penyampaian RAK 2023

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
diucapkan terima kasih

NIR.19640 1457198603 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jendral Sudlrman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520

e-mail :cpia tapin@amal com RANTAU (71111) KAL-SEL
NOTULEN RAPAT
Agenda - Monev Capaian Kinerja Triwulan IV & Penyampaian RAK 2023
Tempat - Aula DP3A
Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023
Waktu . 08.00 s.d. selesai

Rapat Monitoring dan Evaluasi ini diadakan untuk mengetahui perkembangan realisasi
dan capaian Kinerja pada Triwulan IV Tahun 2022. Rapat ini dipimpin oleh Kepala
DP3A dengan moderator oleh Sekretaris DP3A. Dalam Rapat ini dibahas beberapa hal
antara lain :

1. Kepala Bidang menyampaikan program/kegiatan yang sudah dilaksanakan dan
belum terlaksana di tahun 2022, dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan
program dan kegiatan.

2. Kepala Bidang menyampaikan Capaian Kinerja Triwulan |V dan keberhasilan dan
kendala yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja indikator program tersebut.

3. Dilakukan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan IV serta solusi yang diambil untuk
kedepannya. >

4. Penyampaian Rencana Anggaran Kas Tahun 2023 masing-masing Kepala bidang.

Ngtulis,

Fapziah SE,MM
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Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian RAK 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JI. Jendral Sudirman No. 59 Telp/Fax. (0517) 32520
e-mail :dp3a tapin@gmail.com RANTAU (71111) KAL-SEL

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu / 04 Januari 2023

Waktu :08.00 s.d selesai
Tempat : Aula DP3A
Acara : Rapat Monev Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022 & Penyampaian
RAK 2023
No. NAMA P/L JABATAN TANDA
TANGAN
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